


















Pendidikan Ekonomi Berkarakter  





  UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral 
dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: 
i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual 
yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan 
informasi aktual;  
ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
hanya untuk kepentingan penelitian ilmu 
pengetahuan;  
iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali 
pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan 
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan  
iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku 
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga 
Penyiaran. 
 
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 
izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subehanahu 
Wata’ala Tuhan yang maha esa, atas limpahan rahmat 
dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan 
penulisan buku referensi ini.  Sholawat dan salam dengan 
lapadz Allahumma sholli wasallim ‘ala nabiyyina 
Muhammad senantiasa kita tujukan kepada Nabiullah 
Muhammad Saw. 
Buku ini disusun sebagai tambahan referensi bagi para 
pembaca terkait bagaimana peran pendidikan ekonomi 
yang berkarakter untuk mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kajian yang 
disajikan dalam buku ini sangat relevan untuk memenuhi 
kebutuhan Pendidikan pada umumnya dan Pendidikan 
ekonomi pada khususnya, kaitannya dengan bagaimana 
mewujudkan generasi yang berkarakter sesuai ciri 
lokalitas dan jatidiri bangsa serta berwawasan 
lingkungan.  
Sebagai penulis, kami menyadari bahwa masih terdapat 
kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu kami sangat 
terbuka untuk menerima kritik dan saran demi perbaikan 
buku ini dimasa yang akan datang. Akhirnya kami 
berserah diri kepada Allah semoga buku ini dapat menjadi 
amal sholeh dan bermanfaat untuk para pembaca. 
 
Makassar,  Februari  2021 
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Pendidikan Berkelanjutan Untuk 
Masa Depan Bangsa 
endidikan merupakan upaya strategis untuk dapat 
mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui 
tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas. Cita-
cita tersebut menjadi dambaan dalam pelaksanaan 
pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-
undang No. 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang 
tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuannya 
yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas 
sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan 
pendidikan nasional, dapat dicapai apabila pendidikan 
yang diselenggarakan bersifat komprehensif dan memiliki 
karakter atau ciri lokalitas sesuai dengan jati diri bangsa. 








sehingga keadilan dalam bidang pendidikan dapat 
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan 
demikian, program-program pendidikan dapat 
berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat sehingga proses pembangunan dapat 
dilaksanakan secara berkelanjutan. 
A. Pendidikan Untuk Semua dalam Berbagai 
Dimensi 
Pendidikan yang bersifat komprehensip atau 
menyeluruh dapat terealisasi melalui berbagai 
program-program pendidikan serta mencakup 
berbagai dimensi kehidupan antara lain, sosial 
budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pada dimensi 
sosial budaya, pendidikan akan melahirkan generasi 
yang dapat berperan aktif dalam proses perubahan 
yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Pendidikan menjadi faktor penting dalam 
mendorong terjadinya perubahan yang mengarah 
pada terbentuknya lapisan sosial baru yaitu lapisan 
masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi 
elemen penting dalam memperkuat daya rekat 
sosial.  
Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi 
wahana strategis untuk membangun kesadaran 
kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa dan 
mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap 
menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, 
 
 




dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan 
nasional. Untuk itu, pendidikan diselenggarakan 
sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan manusia yang berlangsung 
sepanjang hayat, yang diselenggarakan secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 
bangsa. Dengan demikian pendidikan dapat 
memberikan sumbangan penting pada upaya 
memantapkan integrasi sosial (Serageldin, 1996).  
Pada dimensi ekonomi, pendidikan akan 
menghasilkan manusia yang berkualitas yang dapat 
diandalkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan 
demikian, pendidikan harus mampu melahirkan 
generasi yang bermutu dan dapat diandalkan dalam 
menciptakan kedaulatan ekonomi. Untuk mencapai 
kedaulatan ekonomi, maka pembangunan yang 
dilaksanakan senantiasa berlandaskan pada nilai-
nilai ekonomi yang sesuai dengan ciri lokalitas 
bangsa yaitu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. 
Dengan demikian, pendidikan menjadi sangat 
penting dan strategis untuk meningkatkan daya 
saing nasional, serta membangun kemandirian 
bangsa yang menjadi prasyarat mutlak dalam 








Pendidikan dipandang dari perspektif lingkungan 
lebih menekankan kepada terbentuknya kesadaran 
akan pentingnya kelestarian lingkungan. Orientasi 
yang harus dibangun lebih kepada konsep 
berkelanjutan atau berwawasan lingkungan. 
Lingkungan yang berkelanjutan adalah lingkungan 
yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang 
dan yang akan datang berdasarkan potensinya. 
Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang 
menekankan pada keberlanjutan dan berwawasan 
lingkungan akan bertumpu pada pinsip manfaat dan 
lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, 
keterbukaan, dan keterpaduan.   
Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu 
proses yang bersifat holistik, terpadu dan 
interdisipliner. Hal tersebut dapat terwujud apabila 
setiap individu atau warga negara dengan penuh 
kesadaran ikut bertanggung jawab, percaya pada 
kemampuan sendiri, dan menghormati perbedaan 
pendapat, karakter serta budaya dalam 
hubungannya dengan orang lain dan lingkungan 
tempat mereka hidup. Dalam hal menumbuhkan 
kesadaran dan perilaku yang bertanggung jawab 
maka pendidikan memiliki peranan yang sangat 
penting. 
Pentingnya pendidikan dalam konteks 
pembangunan yang berkelanjutan karena 
 
 




pendidikan merupakan sarana untuk mengubah 
persepsi, sikap dan perilaku manusia (Priyanto, 
2013). Hal ini sejalan dengan hasil pertemuan yang 
berlangsung di Johannesburg tahun 2002, yang 
menegaskan tentang visi pembangunan 
berkelanjutan dan tujuan pendidikan dalam 
millenium development goals dan education for all 
yang dicetuskan dalam dakar frame work for action, 
serta mengajukan dekade pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan (Decade of Education 
for Sustainable Development). UNESCO ditunjuk 
untuk memandu dekade ini agar dapat memainkan 
peran kuncinya dalam mengembangkan standar 
kualitas dalam pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan (UNESCO, 2005). 
Pada dasarnya Decade of Education for Sustainable 
Development diciptakan untuk mendorong 
implementasi pembangunan berkelanjutan. Misi 
utama adalah mengintegrasikan pembangunan 
berkelanjutan ke dalam sistem pendidikan di setiap 
jenjang, jalur, serta jenis pendidikan, agar 
pendidikan menjadi key agent of change. Dengan 
demikian pembangunan berkelanjutan dapat 
memberi manfaat secara sosial, menguntungkan 
secara ekonomi, serta menjamin kelestarian secara 
ekologis. Kaitannya dengan itu, maka pendidikan 
 
 




dapat berperan dalam mencegah terjadinya 
degradasi ekologi (Cleveland, et al 2007). 
Paradigma yang dibangun dalam konteks 
pendidikan di Indonesia untuk merespon tujuan dari 
Decade of Education for Sustainable Developmen, 
yaitu menghasilkan manusia berakhlak mulia yang 
menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti 
itu dapat memenuhi kebutuhannya dengan 
memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan 
generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan 
intergenerasional). Dengan demikian, dapat 
terwujud sumber daya manusia yang memiliki pola 
fikir Sustainable Ethics secara dini sehingga tujuan 
untuk menjadikan warga yang bertanggung jawab 
terhadap lingkungan akan dapat lebih mudah 
tercapai (Hungerford dan Volk dalam Putrawan, 
2014). 
B. Pendidikan dan Krisis Ekologi 
Upaya mengembangkan dan mengimplementasikan 
Education for Sustainable Development melalui 
proses pendidikan khususnya pendidikan formal, 
sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena 
proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan 
sekolah merupakan upaya strategis untuk 
menghasilkan sumber daya manusia sebagai 
generasi penerus, yang mampu bersikap dan 
berperilaku tidak hanya untuk tujuan saat ini atau 
 
 




bersifat jangka pendek tetapi berorientasi pada 
tujuan jangka panjang  atau keberlanjutan antar 
generasi. Oleh karena itu, berbagai komponen 
pendidikan di lingkungan sekolah seperti 
kurikulum, guru, siswa, lingkungan sekolah, 
kebijakan sekolah, dan lain-lain, perlu berperan 
serta.  
Selain itu, kondisi lingkungan khususnya yang 
terkait dengan kelestarian alam, kehidupan sosial, 
serta kesejahteraan masyarakat secara umum masih 
sangat memprihatinkan di tengah terjadinya krisis 
budaya ekologi. Krisis budaya ekologi merupakan 
krisis hubungan antar manusia dan kebudayaan 
serta lingkungan hidup tempat mereka berlindung, 
bermukim, dan mengeksploitasi sumberdaya alam 
untuk memenuhi kebutuhannya (Dharmawan, 
2007).  
Krisis budaya ekologi muncul dari adanya interaksi 
antara aktifitas ekonomi manusia dan sumber daya 
alam yang menuntut dilakukannya berbagai 
kegiatan ekonomi untuk mengeksploitasi 
lingkungan. Manakala eksploitasi tersebut 
dilakukan secara terus menerus tanpa diikuti oleh 
perilaku yang bertanggug jawab dalam 
melestarikannya maka dapat menyebabkan daya 
dukung lingkungan semakin berkurang. Dengan 
kata lain, meningkatnya jumlah penduduk akan 
 
 




menambah beban alam untuk memenuhi kebutuhan 
manusia yang cenderung bersikap antroposentris 
dalam mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga 
mengakibatkan berbagai macam permasalahan 
lingkungan. (Halid, dkk. 2014). 
Keterkaitan antara perilaku ekonomi manusia dan 
ekologi dijelaskan oleh Prugh (1995), bahwa dalam 
memenuhi kebutuhannya, seharusnya manusia 
memperhatikan ekologi yaitu dengan memanfaatkan 
alam secara bertanggung jawab dan menjauhkan 
pandangan bebas nilai (value free).  Keterkaitan 
tersebut memberi pesan tentang nilai-nilai 
lingkungan yang harus mewarnai segala tindakan 
ekonomi, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Wahjoedi (2014) bahwa perilaku ekonomi diarahkan 
untuk harus menghormati dan menjaga 
keseimbangan alam dan lingkungan, kembali ke 
alam jangan merusak alam.  
Kondisi seperti itu menjadi sebab diperlukannya 
upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat 
pada segala usia untuk memikul tanggungjawab 
dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan, 
dengan penekanan pada pentingnya pengetahuan 
tentang lingkungan untuk membangun etika peduli 
terhadap lingkungan. Hal ini karena lingkungan 
hidup tidak hanya milik generasi sekarang tetapi 
juga generasi penerus di masa mendatang 
 
 




(Kutanegara, dkk., 2014).  Salah satu upaya yang 
dapat dilakukan adalah dengan melakukan 
perubahan fundamental pada cara pandang dan 
perilaku manusia melalui penanaman pemahaman, 
moral dan etika mengenai lingkungan.  
Pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan 
melakukan inovasi dalam pendidikan, utamanya 
terkait dengan penanaman karakter atau budaya 
peduli lingkungan (Eco-culture) dalam proses 
pembelajaran dengan tujuan  untuk menumbuhkan 
kesadaran dan kecintaan terhadap lingkungan. 
Menurut Suratmo (1993),  salah satu nilai karakter 
yang penting untuk di budayakan dalam proses 
pendidikan adalah budaya peduli lingkungan. Oleh 
karena itu, membentuk karakter atau budaya peduli 
lingkungan (Eco-culture) dapat dilakukan melalui 
tiga pendekatan yaitu: pembentukan perilaku 
dengan pengertian, pembentukan perilaku dengan 
kebiasaan, dan pembentukan perilaku dengan model 
atau contoh (Walgito, 2010). 
C. Konsep Eco-culture dalam Pendidikan  
Kesadaran mengenai Eco-culture ini berawal dari 
adanya keinginan untuk melakukan perubahan atas 
perilaku yang bersifat konvensional terkait dengan 
masalah ekologi, sehingga dapat terwujud 
lingkungan yang sehat. Perilaku yang bersifat 
konvensional terhadap ekologi cenderung bersifat 
 
 




jangka pendek sehingga mengakibatkan munculnya 
dampak atau eksternalitas terhadap lingkungan. 
Menurut Ivakhiv (1997), Eco-culture menjadi penting 
untuk dikaji akibat adanya krisis ekologi secara 
global yang ditandai oleh kepunahan berbagai 
spesies dari ekosistem, pemanasan global, 
pencemaran atau polusi lingkungan, dan kerusakan 
lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan dari 
perilaku ekonomi manusia. Perilaku atau kebiasan 
yang menjadi sebab munculnya krisis ekologi 
merupakan wujud dari pengetahuan dan cara 
berpikir dari pengalaman pendidikan masa lalu, 
yang cenderung mengabaikan keberlanjutan ekologi, 
sosial, maupun ekonomi.  
Melihat kondisi sekarang dan akan datang, 
ketersediaan sumber daya manusia yang 
berkarakter Eco-culture merupakan kebutuhan yang 
amat vital. Hal tersebut perlu menjadi salah satu 
prioritas utama dalam upaya revitalisasi pendidikan 
sebagai proses human investment yang sangat 
penting dan strategis untuk membangun masa 
depan yang lebih baik. Dengan demikian, 
pengembangan karakter Eco-culture dalam 
pembelajaran harus dilakukan dengan perencanaan 
yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode 
belajar dan pembelajaran yang efektif, termasuk 
dalam hal ini adalah pembelajaran ekonomi. 
 
 




Pembelajaran ekonomi  pada  dasarnya  merupakan  
suatu kajian pembelajaran tentang bagaimana 
menyiapkan individu atau manusia sebagai pelaku 
ekonomi yang memiliki wawasan atau sikap ekonomi 
dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, 
budaya dan lingkungan. Perubahan perilaku 
manusia melalui proses pembelajaran ekonomi 
dapat  diawali dengan pemberian pemahaman 
tentang pentingnya keberadaan manusia, dengan 
penekanan bahwa manusia adalah bagian dari 
ekosistem (Setiaji, 2014).  
Nilai-nilai atau budaya peduli lingkungan (Eco-
culture) perlu diimplementasikan dalam 
pembelajaran ekonomi di sekolah. Hal ini sebagai 
upaya mempersiapkan dan memberdayakan siswa 
sebagai generasi bangsa, untuk memikul tanggung 
jawab dalam menciptakan masa depan yang 
berkelanjutan (Gough, dkk., 2005). Dengan 
demikian, ketika siswa telah lulus atau selesai 
menempuh pendidikan pada jalur formal, maka 
mereka sudah memiliki pengetahuan serta 
pemahaman tentang pengeloaan dan nilai-nilai 
peduli lingkungan, sehingga dapat berkontribusi 
dalam mewujudkan pembangunan yang 








Tempat berlangsungnya proses pembelajaran 
ekonomi dapat dilakukan pada lembaga pendidikan 
formal (sekolah/kampus), informal (keluarga) dan 
non formal (masyarakat). Lembaga pendidikan 
formal sebagai tempat dimana berlangsungnya 
pembelajaran pendidikan ekonomi dapat dimulai 
sejak jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 
Namun demikian, pembelajaran ekonomi yang 
berlangsung di lembaga pendidikan formal/sekolah 
dilihat dari bahan ajar, strategi pembelajaran 
maupun evaluasi pencapaian tujuannya, lebih 
menekankan pada aspek pengetahuan dan 
keterampilan serta sedikit yang mengarah pada 
pembentukan sikap dan perilaku (Wahyono, 2001). 
Kaitannya dengan itu peran lembaga pendidikan 
formal tidak hanya pada pencapaian aspek 
pengetahuan dan keterampilan saja melainkan pada 
terbentuknya sikap dan perilaku yang bertanggung 
jawab yang sesuai dengan karakter atau jati diri 
bangsa.  
D. Eco-culture dan Jati Diri Bangsa 
Hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks 
pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, 
yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber 
dari budaya bangsa Indonesia yakni nilai-nilai 
Pancasila, dalam rangka membina kepribadian 
 
 




generasi muda untuk mendukung pembangunan 
berkelanjutan.  
Pentingnya karakter Eco-culture dikaji dari perspektif  
Pancasila, karena didasari oleh pemahaman bahwa 
nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kesatuan 
yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan 
bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan 
tercapai jika didasarkan atas keselarasan, 
keserasian dan keseimbangan, baik dalam 
hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, 
manusia dengan manusia, maupun manusia dengan 
lingkungan alam untuk mencapai kemajuan lahir 
dan kebahagiaan batin (Hardjasoemantri, 2000). 
Selain itu,  Pancasila merupakan sumber nilai, moral 
dan etika dalam kehidupan ekonomi masyarakat 
Indonesia, termasuk aktifitas ekonomi yang terkait 
dengan pentingnya mengedepankan pengetahuan 
dan perilaku yang peduli terhadap lingkungan.  
Menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai, moral 
dan etika dalam aktifitas perekonomian, berarti 
mengembalikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial 
yang berketuhanan, beretika dan bermoral serta 
punya ciri lokalitas. Hal ini sebagaimana dikemukan 
oleh Mubyarto (2003) bahwa sistem ekonomi 
Pancasila mencakup “aturan main” kehidupan 
ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar 
pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika 
 
 




atau moral Pancasila dengan tujuan akhir 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
Sementara itu, Swasono berpendapat bahwa sistem 
ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai 
sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan 
pada sila-sila Pancasila, yaitu: Pertama, Ketuhanan 
Yang Maha Esa (adanya atau diberlakukannya etika 
dan moral agama, bukan materialisme; manusia 
beragama melaksanakan syariah berkat iman 
sebagai hidayah Allah). Kedua, Kemanusiaan 
(kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan 
beradab, tidak mengenal pemerasan ataupun 
penghisapan); Ketiga, Persatuan (berdasar sosio-
nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas 
kekeluargaan, gotong-royong, 
bekerjasasma/cooperation, tidak saling mematikan); 
Keempat, Kerakyatan (berdasarkan demokrasi 
ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat 
hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar 
perekonomian nasional); Kelima, Keadilan Sosial 
secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang 
utama, bukan kemakmuran orang-seorang, 
berkeadilan, berkemakmuran).  
Disadari atau tidak, materi pembelajaran ekonomi 
yang selama ini diajarkan di lembaga pendidikan 
formal, tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi 
 
 




yang berkembang dan dijadikan arah serta orientasi 
kebijakan ekonomi dunia. Dua sistem ekonomi yang 
cukup mendominasi dalam perkembangan dunia 
hari ini adalah sistem ekonomi liberal dan sistem 
ekonomi sosialis. Sistem ekonomi liberal merupakan 
wujud yang sesuai dengan karaktersistik negara 
asalnya yang menganut ideologi liberalisme. 
Demikian halnya dengan sistem ekonomi sosialis 
yang merupakan wujud dari negara asalnya yang 
menganut ideologi komunis. Oleh karena itu, 
Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara 
juga perlu memiliki karakter dan ciri tersendiri 
dalam mengusung sistem ekonominya, yang dalam 
hal ini dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila.  
Sistem ekonomi Pancasila mengacu pada nilai-nilai 
dasar UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya merupakan suatu 
warisan budaya yang menjadi ciri dan jati diri 
bangsa, sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip 
dasar dan asumsi pokok dalam mengatur 
perekonomian negara. Prinsip-prinsip inilah yang 
selayaknya diajarkan dalam pembelajaran ekonomi 
terutama pada lembaga pendidikan formal. Dengan 
demikian, akan terbentuk peserta didik yang 
memiliki karakter, pola pikir, pola sikap, dan pola 








Pembelajaran ekonomi baik di sekolah menengah 
terlebih lagi diperguruan tinggi sangat didominasi 
oleh pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan 
neoklasik. Buku teks ekonomi di sekolah menengah 
hanyalah derivasi ajaran ekonomi neoklasik di 
perguruan tinggi yang “disederhanakan” sesuai 
dengan taraf berpikir siswa. Materi ekonomi yang 
diajarkan dalam ekonomi neoklasik adalah materi-
materi yang berpijak pada keyakinan manusia 
sebagai homo economicus, yang selalu mengejar self 
interest secara efisien. Efisiensi ekonomi dianggap 
hanya terwujud melalui maksimisasi profit dan 
minimisasi biaya. Selain itu, efisensi dipercaya 
hanya dapat dicapai melalui persaingan pasar (pasar 
bebas), sehingga ajaran yang ditonjolkan adalah 
persaingan (kompetitivisme), dan bukan kerja sama 
(cooperative). Selain itu ajaran ekonomi neoklasik 
yang mengagung-agungkan “pasar” cenderung 
melupakan aspek kelembagaan ekonomi, sosial-
budaya, keberlanjutan lingkungan, dan prinsip 
“gotong royong” yang dianut Indonesia. 
Kekeliruan lainnya juga dapat dilihat dari 
penekanan pemahaman awal yang ditanamkan 
dalam pembelajaran ekonomi terkait dengan 
pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam hal ini 
selalu ditekankan bahwa kebutuhan dan keinginan 
manusia tidak pernah terbatas sedangkan sumber 
 
 




daya alam yang tersedia terbatas. Pemahaman 
seperti ini akan melahirkan individu yang serakah 
dalam arti siap melakukan apa saja asalkan 
kebutuhan dan keinginannya terpenuhi walaupun 
harus menimbulkan kerusakan ekosistem atau 
kerusakan lingkungan. Kekeliruan ini sudah 
saatnya kita sadari dan perlu diluruskan, sebab jika 
berlangsung secara terus menerus maka akan 
berdampak negatif terhadap masa depan bangsa. 
Sebagai solusi alternatif, maka perlu adanya desain 
pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai eco-










Pendidikan Ekonomi dan 
Pembangunan Berkelanjutan 
uatan pendidikan ekonomi yang selama ini 
berlangsung pada lembaga pendidikan formal 
mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan 
tinggi, lebih didominasi oleh pemikiran ekonomi yang 
bersumber dari pemikir-pemikir ekonomi liberal dan 
sangat sedikit mengajarkan materi ekonomi yang sesuai 
dengan karakter atau nilai-nilai Pancasila. Ketersediaan 
literatur ekonomi yang meletakkan nilai-nilai Pancasila 
sebagai kajian mendasar masih sedikit dibandingkan 
dengan literatur ekonomi hasil pemikiran ekonom liberal 
atau kapitalis. Hal ini sebagaimana di sebutkan oleh 
Suyono (2012), bahwa materi pembelajaran di dalam 
pendidikan ekonomi disemua jenjang pendidikan sangat 
didominasi oleh teori-teori dan praktik-praktik kegiatan 
ekonomi yang berdasarkan pada pemikiran 
liberalis/kapitalis dan ekonomi pasar, dan sangat sedikit 
yang membahas tentang ekonomi Pancasila sebagai jati 









A. Anatomi Ilmu Ekonomi 
Teori ekonomi liberal yang diajarkan melalui buku-
buku ekonomi di lembaga pendidikan formal pada 
umumnya mengajarkan empat hal mendasar 
tentang teori-teori ekonomi, yaitu (a) kelangkaan 
sebagai persoalan dasar ekonomi, (b) teori ekonomi 
mikro tentang perilaku ekonomi individual, (c) teori 
ekonomi makro tentang perilaku ekonomi agregat, 
dan muaranya pada (d) perekonomian internasional. 
Hal ini digambarkan pada gambar 1 tentang anatomi 
ilmu ekonomi. 
Secara mendasar terdapat tiga karakter penting yang 
dapat dikembangkan untuk berlangsungnya 
pembelajaran ekonomi yang sesuai dengan jati diri 
bangsa, untuk diimplementasikan pada lembaga 
pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan. 
Ketiga karakter tersebut menurut Wahjoedi (2015) 
sebagai berikut: 
1. Karakter ekonomi Pancasila 
Karakter ekonomi Pancasila merupakan pesan 
konstitusi UUD 1945, yang berupa nilai-nilai 
luhur Pancasila dapat dikenalkan kepada anak 
didik dan mewarnai di dalam proses 
pembelajaran pendidikan ekonomi di lembaga 
pendidikan formal. Nilai-nilai luhur tersebut 
diantaranya berupa prinsip-prinsip ekonomi 
 
 




seperti: Kekeluargaan, kebersamaan, 
bekerjasama, kegotong royongan, 
mengutamakan kepentingan bersama diatas 
kepentingan individu, dan berpihak pada 
kepentingan rakyat banyak. Nilai-nilai tersebut 
seharusnya dipelajari secara teori dan 
implementatif di dalam pembelajaran 
pendidikan ekonomi. 
2. Karakter ekonomi ekologis 
Karakter ekonomi ekologi yang di dalam 
implementasinya telah dikenal dengan berbagai 
terminology, seperti ekonomi hijau (green 
economics), ekonomi berwawasan lingkungan 
(environmental economics), dan pembangunan 
ekonomi berkelanjutan (sustainable economics 
development). Pada dasarnya ekonomi ekologis 
memberikan pesan tentang nilai-nilai 
lingkungan yang harus mewarnai segala 
tindakan ekonomi baik produksi, konsumsi, 
maupun distribusi. Perilaku ekonomi kita 
diarahkan untuk menghormati dan menjaga 
keseimbangan alam dan lingkungan, kembali 









3. Karakter ekonomi pasar yang 
diadaptasi/dikendalikan.    
Karakter ekonomi pasar yang 
diadaptasi/dikendalikan harus dapat 
diwujudkan dalam perekonomian Indonesia. 
Hal ini karena apabila sistem ekonomi pasar 
yang terus berjalan maka hanya akan 
menguntungkan pihak-pihak yang kuat yakni 
konsumen dan produsen yang kuat. Sementara 
produsen dan konsumen lemah yang 
merupakan mayoritas masyarakat Indonesia 
akan terpinggirkan. Pesan-pesan keberpihakan 
pada nilai-nilai ekonomi pasar terkendali harus 
masuk di dalam pembelajaran pendidikan 
ekonomi.  
Pembelajaran ekonomi bermuatan ekonomi 
Pancasila dan berwawasan lingkungan 
merupakan suatu proses Wahjoedi (2015). Hal 








Gambar 1. Anatomi Ilmu Ekonomi (Wahjoedi, 2015) 
Gambar 2.  Pendidikan Ekonomi Bermuatan Ekonomi 
Pancasila dan Berwawasan Liengkungan 
 (Wahjoedi, 2015) 
Merujuk pada gambar 2, dapat di pahami bahwa 
terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas 
dan berjati diri bangsa sangat ditentukan oleh proses 
pendidikan yang telah dilalui khususnya dalam 
pendidikan ekonomi di lembaga pendidikan formal. 
Agar proses belajar mengajar ekonomi dapat berjalan 
 
 




optimal, maka perlu adanya sinergi dari berbagai 
komponen-komponen pendidikan, misalnya 
kelembagaan, kurikulum, pendidik, anak didik, 
sarana-prasarana, dan pembiayaan. Untuk itu, perlu 
dilakukan inovasi pembelajaran ekonomi melalui 
pembelajaran ekonomi yang berkarakter Pancasila 
dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, 
anak didik tidak hanya memahami materi ekonomi 
dalam kontek ekonomi liberal maupun global, akan 
tetapi juga memahami ekonomi dalam nuansa 
keIndonesiaan dan berkelanjutan yaitu berkarakter 
Pancasila dan berwawasan lingkungan.  
Inovasi pembelajaran ekonomi yang dimaksud, 
kemudian diwujudkan dalam bentuk pembelajaran 
ekonomi yang berkarakter eco-culture dalam 
perspektif ekonomi Pancasila.  Hal ini selain 
merupakan langkah awal untuk mengatasi 
kekurangan literatur pembelajaran ekonomi yang 
sesuai dengan jati diri bangsa dan berwawasan 
lingkungan, juga sebagai penekanan akan 
pentingnya nilai-nilai peduli lingkungan dalam 
bingkai ekonomi Pancasila untuk diimplentasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal ini 
harus dimulai dari lingkungan pendidikan formal, 








Kaitannya dengan itu, maka pembelajaran ekonomi 
dalam konteks pendidikan di Indonesia pada 
dasarnya merupakan upaya untuk memberikan 
pemahaman sehingga terbentuk sikap, dan perilaku 
ekonomi siswa yang sesuai dengan karakter atau jati 
diri bangsa. Karakter tersebut digali dari nilai-nilai 
dasar konstitusi yaitu UUD 1945 dan nilai-nilai 
Pancasila kemudian diinternalisasikan pada materi 
pembelajaran ekonomi di lembaga pendidikan fomal. 
Selain itu, pembelajaran ekonomi juga dituntut 
untuk membentuk perilaku peduli lingkungan (eco-
culture), sehingga terbentuk SDM yang tidak hanya 
mengedepankan pertumbuhan ekonomi tetapi juga 
tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. 
B. Pembangunan Berkelanjutan 
Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) diwacanakan oleh masyarakat dunia 
sejak tahun 1980-an dan dijadikan kerangka acuan 
program pembangunan nasional di banyak negara. 
Konsep ini lahir dari keprihatinan dunia terhadap 
degradasi dan kerusakan lingkungan sebagai akibat 
eksploitasi sumber daya alam dan industrialisasi 
untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Masalah 
lingkungan kemudian berkembang menjadi masalah 
global sehinggga dunia menyadari pentingnya 
kerjasama global untuk memecahkan masalah itu. 
Hal inilah yang mendorong terjadinya KTT 
 
 




Pembangunan Berkelanjutan (world summit on 
sustainable development) di Rio de Janerio tahun 
1992 yang menghasilkan Agenda abad 21, yaitu 
rencana global untuk pembangunan berkelanjutan, 
pembangunan sosial dan pelestarian alam. 
Terdapat tiga faktor utama dalam konsep 
pembangunan berkelanjutan yang saling terkait satu 
sama lainnya, yaitu keberlanjutan dalam faktor 
ekonomi, keberlanjutan dalam konteks sosial 
budaya, serta keberlanjutan faktor lingkungan 
(Longhurst, 2014). Dari batasan tersebut, 
pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan jika 
memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat untuk 
masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. 
Hal ini berkembang sesuai dengan permasalahan 
yang dihadapi untuk menuju keseimbangan, 
keserasian, dan sinergi di antara ketiga komponen 
tersebut. 
Djajadiningrat (2005) mengemukakan bahwa 
pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif 
jangka panjang. Lebih lanjut, pembangunan 
membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal 
(1) ekologis, (2) ekonomi, (3) sosial budaya, (4) politik, 
dan (5) keberlanjutan pertahanan dan keamanan. 
Keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat 
pembangunan demi keberlanjutan kehidupan 
 
 




karena akan menjamin keberlanjutan eksosistem 
bumi. 
Menurut Salim (2010), konsep pembangunan 
berkelanjutan didasari oleh lima ide pokok yaitu: 
1. Proses pembangunan mesti berlangsung secara 
berlanjut, terus-menerus, dan kontinyu, yang 
ditopang oleh sumber alam, kualitas 
lingkungan, dan manusia yang berkembang 
secara berlanjut pula, 
2. Sumber alam (terutama udara, air, dan tanah) 
memiliki ambang batas, di mana 
penggunaannya akan mengurangi kuantitas 
dan kualitasnya, 
3. Kualitas lingkungan berkorelasi langsung 
dengan kualitas hidup, 
4. Bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini 
mestinya tidak menutup kemungkinan memilih 
opsi atau pilihan lain di masa depan, 
5. Pembangunan berkelanjutan mengandaikan 
solidaritas transgenerasi, sehingga 
kesejahteraan generasi sekarang juga dinikmati 
oleh generasi selanjutnya. 
Pembangunan berkelanjutan pada situasi saat ini 
perlu dimaknai sebagai upaya mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan 
 
 




masyarakat tanpa mengganggu kelangsungan hidup 
bagi generasi sekarang dan generasi yang akan 
datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal 
ini, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam 
yang tepat sehingga ketersediaan dan kualitas 
jangka panjangnya terjamin, serta tercapai 
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan 
pelestarian sumber daya alam (Yasa, 2010).  
Jika dikaitkan dengan kelestarian lingkungan, maka 
lingkungan yang berkelanjutan adalah lingkungan 
yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang 
dan yang akan datang berdasarkan potensinya 
dalam aspek fisiokimia, biologi, dan sosial ekonomi 
(Gilpin, 1996). Dari batasan tersebut maka 
pembangunan berkelanjutan mengandung tiga 
pengertian yaitu: (1) Memenuhi kebutuhan 
penduduk saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan 
penduduk di masa yang akan datang, (2) Tidak 
melampaui daya dukung lingkungan (ekosistem), (3) 
Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam 
dengan menyelaraskan manusia dan pembangunan 
dengan sumberdaya alam (Sitorus, 2004).  
Dalam UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan hidup adalah upaya sadar dan 
terencana, yang memadukan lingkungan hidup, 
termasuk sumber daya, ke dalam proses 
 
 




pembangunan untuk menjamin kemampuan, 
kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini 
dan generasi masa depan. Sebagai konsekwensi, 
maka pada pasal 4 disebutkan bahwa sasaran 
pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai 
berikut: 
1. Tercapainya keserasian, keselarasan dan 
keseimbangan antara manusia dan lingkungan 
hidup, 
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan 
lingkungan hidup yang memiliki sikap dan 
tindak melindungi dan membina lingkungan 
hidup, 
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini 
dan generasi masa depan, 
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan 
hidup, 
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya 
secara bijaksana, 
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia terhadap dampak usaha/ dan atau 
kegiatan di luar wilayah negara yang 
menyebabkan pencemaran dan/ atau 
perusakan lingkungan hidup. 
 
 




Adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk dan 
ketersediaan sumber daya alam, dapat 
mengakibatkan terjadinya tekanan terhadap sumber 
daya alam (Rianto, 2006). Oleh karena itu, 
pendayagunaan sumber daya alam untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat 
harus disertai dengan upaya untuk melestarikannya 
sehingga dapat menunjang terwujudnya 
pembangunan yang berkelanjutan. Disinilah 
pentingya intervensi pendidikan baik secara formal, 
informal maupun nonformal dengan tujuan untuk 
mewujudkan manusia yang sadar lingkungan. 
Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
adalah proses melengkapi siswa dengan 
pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan 
perilaku yang dibutuhkan untuk bekerja dan hidup 
untuk mewujudkan kesejahteraan lingkungan, 
sosial dan ekonomi, baik untuk generasi sekarang 
maupun untuk generasi mendatang (Longhurst, 
2014). Selain itu, juga berperan dalam membentuk 
manusia agar memiliki pola fikir sustainable ethics 
secara dini sehingga tujuan untuk menjadikan 
warga yang bertanggung jawab terhadap lingkungan 
akan dapat lebih mudah tercapai (Hungerford dan 
Volk dalam Putrawan, 2014). 
Secara umum, implementasi pembangunan 
berkelanjutan dalam lingkungan pendidikan 
 
 




khususnya pendidikan formal, merupakan suatu 
keharusan. Hal ini karena proses pendidikan yang 
berlangsung dilingkungan sekolah merupakan 
upaya strategis untuk menghasilkan sumber daya 
manusia sebagai generasi penerus, yang mampu 
bersikap dan berperilaku tidak hanya untuk tujuan 
saat ini atau bersifat jangka pendek tetapi 
berorientasi pada tujuan jangka panjang  atau 
keberlanjutan antar generasi. Oleh karena itu, 
berbagai komponen pendidikan di lingkungan 
sekolah seperti kurikulum, guru, siswa, lingkungan 
sekolah, kebijakan sekolah, dan lain-lain, perlu 
berperan serta.  
Hyvinkaa dan Riihimaki (2003), mengemukakan 
bahwa peran serta berbagai komponen pendidikan 
dalam lingkungan sekolah untuk terwujudnya 
keberlanjutan baik dari aspek ecologi (ecological 
sustainability), sosial (social sustainability), dan 
ekonomi (economic sustainability), dapat melalui 
contoh aktifitas praktis yang sering terjadi dalam 
lingkungan sekolah. Misalnya, terkait dengan 
konsumsi atau pemanfaatan energi, air, barang-
barang, partisipasi dan kerjasama siswa pada 
kegiatan kerja bakti, saling menghargai keragaman 
budaya, perlindungan lingkungan atau konservasi, 
dll. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa 
kebersamaan, keadilan, saling menghargai, rasa 
 
 




aman, dan sifat toleransi baik hubungannya dengan 
sesama warga sekolah maupun hubungannya 
dengan lingkungan alam. Sebagai bentuk sosialisasi, 
maka aktifitas praktis tersebut kemudiaan 
diinternalisasikan dalam materi pembelajaran di 
kelas, serta menjadi tema utama dalam berbagai 
kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan 
sekolah.      
Secara holistik, pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan khususnya di lingkungan sekolah 
mencakup berbagai aspek, yaitu ekologi, ekonomi, 
dan sosial budaya. Hal ini merupakan satu kesatuan 
yang saling berkaitan, sebagaimana dijelaskan pada 
gambar 3 berikut. 
Gambar 3. Hubungan Holistik  
Pembangunan Berkelanjutan 
(Sumber: How to Practice Ecological, Economic,  
and Social Sustainable in School,  
Hyvinkaa & Riihimaki, 2003) 
 
 




Pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan 
merupakan instrumen penting yang digagas 
UNESCO untuk mendukung program pembangunan 
berkelanjutan. Education for sustainable 
development pada dasarnya merupakan suatu 
konsep yang mengusung visi baru pendidikan, yakni 
memberdayakan manusia semua umur untuk turut 
bertanggungjawab menciptakan masa depan yang 
berkelanjutan (UNESCO, 2005). Tujuan yang ingin 
dicapai adalah memberdayakan warganegara untuk 
terciptanya lingkungan yang positif, melalui empat 
hal berikut:  
1. Mengisi pendidikan dasar dengan 
pengetahuan, kecakapan, nilai dan wawasan 
yang menjadi fondasi untuk memahami 
pembangunan berkelanjutan, 
2. Reorientasi pendidikan pada semua jenjang, 
jenis dan jalur pendidikan agar memuat 
pengetahuan, keterampilan, wawasan dan 
nilai-nilai yang terkait pada pembangunan 
berkelanjutan, 
3. Pengembangan pemahaman dan kesadaran 
masyarakat luas tentang pembangunan 
berkelanjutan agar dapat berperan aktif dalam 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan,  
 
 




4. Pelatihan SDM di semua sektor dunia kerja 
agar memiliki basis pengetahuan dan 
keterampilan praktis merealisasikan 
pembangunan berkelanjutan pada lingkungan 
kerjanya. 
Kegiatan education for sustainable development di 
Indonesia telah menjadi bagian dari kesepakatan 
nasional dan rencana tindak implementasi 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang 
dideklarasikan pada KTT Indonesia untuk 
Pembangunan Berkelanjutan (Indonesia summit on 
sustainable development) di Yogayakarta tanggal 6 
januari 2004 (KLH, 2004). Arah dari implementasi 
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
sebagai berikut:  
1. Memberikan pengetahuan, wawasan dan 
pemahaman mengenai membangun 
berkelanjutan melalui pendidikan jalur formal, 
informal, dan nonformal, 
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan 
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
sebagai media penyiapan SDM dalam bertindak 
dan berpikir yang selalu didasarkan pada nilai-
nilai pembangunan berkelanjutan, 
3. Mengembangkan kebudayaan nasional yang 
sadar lingkungan hidup, memahami dan 
 
 




memberikan apresiasi terhadap kehidupan 
yang seimbang antara material dan immaterial 
dalam konteks pembangunan berkelanjutan,  
4. Mengembangkan kapasitas SDM Indonesia 
yang berbudaya, paham, tanggap dan kreatif 
terhadap masalah-masalah lingkungan hidup 
sebagai salah satu komponen pengembangan 
sistem kependidikan yang berorientasi global, 
5. Menjamin bahwa anak-anak di manapun juga 
baik laki-laki maupun perempuan dapat 
menyelesaikan pendidikan dasar dan 
memperoleh akses yang sama pada semua jenis 
dan tingkat pendidikan, 
6. Mengintegrasikan nilai-nilai pembangunan 
berkelanjutan ke dalam setiap proses 
pendidikan yang berlangsung di masyarakat, 
7. Melindungi dan mengembangkan nilai-nilai 
kearifan lingkungan hidup yang ada di 
masyarakat, 
8. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun secara 
konsisten dan tidak mempekerjakan anak usia 
sekolah (18 tahun ke bawah). 
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan, berupaya 
memberdayakan setiap orang dari segala usia untuk 
 
 




memikul tanggungjawab dalam menciptakan masa 
depan yang berkelanjutan, dengan penekanan pada 
pentingnya pengetahuan tentang lingkungan untuk 
membangun etika peduli terhadap lingkungan. Hal 
ini bertujuan untuk mewujudkan generasi yang 
dapat berperan dan terlibat dalam mengatasi 
masalah lingkungan. Hal ini karena dalam 
interaksinya, manusia tidak dapat dipisahkan dari 
faktor nilai-nilai atau budaya dimana mereka 
tinggal, termasuk nilai-nilai tentang bagaimana 
memperlakukan lingkungan. 
C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan 
(Sustainable Development) 
Kesadaran pentingnya menjaga kelestarian 
lingkungan melatarbelakangi munculnya konsep 
pembangunan berwawasan lingkungan yang dikenal 
dengan pembangunan berkelanjutan. Perbincangan 
mengenai pembangunan berkelanjutan diawali oleh 
terbitnya Brundtland Report pada tahun 1980, 
semakin diintensifkan dengan konferensi PBB 
mengenai lingkungan hidup dan pembangunan di 
Rio de Janeiro Brazil tahun 1992. Konferensi ini 
melahirkan agenda konkret bagi implementasi 








KTT Rio tahun 1992 memuat prinsip-prinsip dasar 
pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka 
pembangunan berkelanjutan. Adapun salah satu 
prinsip deklarasi Rio tersebut yaitu untuk mencapai 
pembangunan berkelanjutan, maka perlindungan 
lingkungan harus menjadi bagian integral dari 
proses pembangunan dan tidak terpisah dari proses 
tersebut. Sepuluh tahun setelah Rio Conference, 
tahun 2002, PBB kembali menyelenggarakan 
konferensi di Johannesburg dengan judul “The 2002 
World Summit for Sustainable Development” untuk 
mengevaluasi perkembangan penerapan visi 
pembangunan berkelanjutan di dunia.  
Hasil ratifikasi tersebut termaktub dalam Undang-
Undang No. 32 tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 3 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah 
upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek 
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 
strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan 
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini 
dan masa depan”. 
Konsep sustainable development adalah pola 
pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi 
kebutuhan manusia dengan tetap memelihara 
lingkungan. “Sustainable development as 
 
 




development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs”. (Brown, 1981). 
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan 
yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembangunan 
yang berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan 
yang tidak ada henti-hentinya dengan tingkat hidup 
generasi yang akan datang tidak boleh lebih buruk 
atau justru harus lebih baik daripada tingkat hidup 
generasi saat ini. Keberlanjutan pembangunan ini 
dapat didefinisikan dalam arti lunak yaitu bahwa 
generasi yang akan datang harus berada dalam 
posisi yang tidak lebih buruk dari pada generasi 
sekarang, apapun yang dilakukan oleh generasi 
sekarang. Generasi sekarang boleh memiliki sumber 
daya alam serta melakukan berbagai pilihan dalam 
penggunaannya namun harus tetap menjaga 
keberadaannya, sedangkan generasi yang akan 
datang walaupun memiliki jumlah sumber daya 
alam yang mungkin relatif lebih sedikit, tetapi 
memiliki tingkat teknologi dan pengetahuan yang 
lebih baik serta persediaan kapital buatan manusia 
yang lebih memadai. (M. Suparmoko, 2013).  
Dalam konsep sustainable development yang lebih 
penting adalah generasi yang akan datang tidak 
 
 




kurang sejahtera dibandingkan dengan generasi 
sekarang. Dengan kata lain pembangunan dapat 
dikatakan berkelanjutan apabila tidak ada masalah 
ketidakmerataan antar generasi (intergenerational 
inequality problem). Pembangunan berkelanjutan ini 
dimaksudkan sebagai penolakan semua kegiatan 
sekarang yang dapat merusak lingkungan walaupun 
ada penciptaan sumber daya manusia maupun 
kapital buatan manusia, meskipun berakibat pada 
peningkatan kesejahteraan generasi yang akan 
datang (Salim, 2010). 
Pola pembangunan berkelanjutan mencakup tiga 
dimensi keberlanjutan yaitu keberlanjutan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, memenuhi kebutuhan dan aspirasi 
manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada 
hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan 
pembangunan antar generasi pada masa kini 
maupun masa mendatang (Salim, 2010). 
Suistanable development menekankan pada 3 pilar 
yaitu people, planet dan profit yang dikenal dengan 
istilah tripple bottom line (Elkington, 1998). Ketiga 
aspek tersebut tidak terpisah-pisah. Sustainable 
development mengarah pada tiga hal, yaitu; Pertama, 
kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 
secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 
 
 




ekosistem. Kedua, mendidik manusia agar sadar 
tentang individual responsibility yang harus 
dikontribusikan, menghormati hak-hak orang lain, 
alam, dan dapat menentukan keputusan yang 
bertanggung jawab, serta mampu mengartikulasikan 
semua itu dalam tindakan nyata. Ketiga, 
menumbuhkan komitmen untuk berkontribusi 
dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, 
sekarang maupun di masa mendatang. Munculnya 
konsep sustainable development tidak lain didasari 
pada berbagai dampak yang muncul terhadap 
lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia 
khususnya dunia usaha. Tantangan lingkungan 
harus menjadi pertimbangan bagi para pelaku usaha 
masa depan guna memperhitungkan hal-hal yang 
berhubungan dengan rencana usaha strategis dan 
memutuskan perioritas kerja mereka. Isu-isu 
lingkungan jangan dianggap akan memperberat 
persaingan dunia usaha tetapi sebagai salah satu 
faktor pendorong keunggulan dalam menghadapi 
persaingan. (Porter, 1991). 
Menghadapi tantangan ekonomi masa depan yang 
sangat besar, dunia usaha, pemerintah dan juga 
akademisi harus bisa melihatnya sebagai sebuah 
proses yang butuh kerja sama dan perubahan sistem 
industri secara menyeluruh dan holistik yang 
tumbuh dengan sebuah nilai-nilai baru dengan 
 
 




mengintegrasikan pencapaian finansial optimal yang 
seimbang dengan perbaikan kualitas hidup dan 
kelangsungan lingkungan. Salah satu solusi adalah 
bagaimana memperbaharui pemahaman dan 
praktek-praktek industri dalam konsep industri 
yang berwawasan lingkungan dan menjamin 
kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 
Industri berwawasan lingkungan merupakan 
industri penghasil produk/jasa di mana para pelaku 
usaha mencoba meningkatkan performansi 
lingkungan, ekonomi dan sosialnya. Industri 
berwawasan lingkungan meminimalisasi dampak 
lingkungan melalui pendekatan-pendekatan yang 
diarahkan pada green design, perencanaan dan 
penerapan produksi bersih, dan memiliki teknologi 
ramah lingkungan. (Djajadiningrat, 2011). 
Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
konsep pembangunan berwawasan lingkungan 
bertujuan untuk mewujudkan suatu visi aktivitas 
industri mencapai suatu keberlanjutan yang 
berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan 
lingkungan sehingga fungsionalnya untuk 
memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi 











Prinsip Pendidikan Karakter dan 
Jatidiri Bangsa 
endidikan karakter bertujuan untuk menghasilkan 
sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana 
yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional. 
Sumber daya manusia yang berkualitas akan lahir dari 
manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan 
memiliki etos kerja yang tinggi (Poespowardojo dan 
Hardjatno, 2010). Sumber daya manusia inilah yang akan 
menjalankan penyelenggaraan negara maupun sebagai 
pelaku pembangunan, yang lebih berorientasi kepada 
kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat dan 
martabat bangsa (Nugroho, 2010). 
A. Pentingnya Pendidikan Karakter 
Menurut Kesuma (2011), pendidikan karakter 
bertujuan untuk menanamkan dan 
mengembangkan karakter-karakter kepada anak 
didik sehingga mereka memiliki karakter luhur, 
menerapkan dan mempraktikan dalam 
kehidupannya baik dalam keluarga, sebagai anggota 
masyarakat dan warga negara. Pendidikan karakter 
sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 20 








nilai-nilai karakter yang meliputi komponen 
pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan 
tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan, 
baik kepada tuhan yang maha esa, diri sendiri, 
sesama, lingkungan, maupun dalam bernegara. Inti 
dari pendidikan karakter menurut Budiansyah 
(2010), adalah kebajikan (Goodness), Berfikir baik 
(Thinking good), berperasaan baik (Telling good), dan 
berperilaku baik (behaving good). 
Upaya untuk mewujudkan pendidikan karakter 
tercermin dalam prioritas pembangunan nasional 
sebagaimana tertuang dalam RPJP nasional tahun 
2005-2025 yang mengacu pada UU no. 17 tahun 
2007, antara lain mewujudkan masyarakat yang 
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan 
beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Salah satu 
upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara 
memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui 
pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk membentuk 
dan membangun manusia Indonesia yang bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha esa, mematuhi aturan 
hukum, memelihara kerukunan internal dan antar 
umat beragama, melaksanakan interaksi antar 
budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan 
nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki 
kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka 
 
 




memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika 
pembangunan bangsa.  
Lickona (1991), mengemukakan bahwa karakter 
berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), 
sikap moral (moral felling), dan perilaku moral (moral 
behavior). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat 
dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh 
pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk 
berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. 
Keterkaitan dari ketiga hal tersebut dapat dilihat 
pada gambar 4 berikut. 
Gambar 4. Keterkaitan antara komponen moral dalam 
pembentukan karakter menurut Lickona, 1991 
Menurut Pusat Kurikulum Kemendiknas (2010), 
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau 
kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 
internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 
diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara 
pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. 
Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan 
 
 




norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat 
dipercaya, dan hormat kepada orang lain.  
Upaya untuk mengimplementasikan pendidikan 
karakter adalah melalui Pendekatan Holistik, yaitu 
mengintegrasikan perkembangan karakter ke dalam 
setiap aspek kehidupan sekolah. Berikut ini ciri-ciri 
pendekatan holistik (Elkind dan Sweet,2004). 
1. Segala sesuatu di sekolah diatur berdasarkan 
perkembangan hubungan antara siswa, guru, 
dan masyarakat, 
2. Sekolah merupakan masyarakat peserta didik 
yang peduli di mana ada ikatan yang jelas yang 
menghubungkan siswa, guru, dan sekolah, 
3. Pembelajaran emosional dan sosial setara 
dengan pembelajaran akademik. 
4. Kerjasama dan kolaborasi di antara siswa 
menjadi hal yang lebih utama dibandingkan 
persaingan, 
5. Nilai-nilai seperti keadilan, rasa hormat, dan 
kejujuran menjadi bagian pembelajaran sehari-
hari baik di dalam maupun di luar kelas, 
6. Siswa-siswa diberikan banyak kesempatan 
untuk mempraktekkan prilaku moralnya 








7. Disiplin dan pengelolaan kelas menjadi fokus 
dalam memecahkan masalah dibandingkan 
hadiah dan hukuman, 
8. Model pembelajaran yang berpusat pada guru 
harus ditinggalkan dan beralih ke kelas 
demokrasi dimana guru dan siswa berkumpul 
untuk membangun kesatuan, norma, dan 
memecahkan masalah. 
Pengembangan karakter seseorang hanya dapat 
dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang 
bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan 
karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu 
proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta 
didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, 
dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya 
bangsa adalah Pancasila jadi pendidikan budaya dan 
karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai 
Pancasila. 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka dapat 
disimpulkan bahwa pendidikan karakter dalam 
konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan 
nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang 
bersumber dari budaya bangsa Indonesia yakni 
nilai-nilai Pancasila, dalam rangka membina 
kepribadian generasi muda untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, 
dilakukan identifikasi mengenai perilaku manusia 
 
 




yang berkarakter eco-culture dan dikaji dari 
perspektif nilai-nilai Pancasila, kemudian 
diinternalisasikan ke dalam perangkat pembelajaran 
ekonomi yang dikembangkan, untuk dijadikan 
sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran 
ekonomi di tingkat sekolah menengah atas (SMA). 
B. Karakter Eco-culture 
Eco-culture diartikan sebagai budaya peduli 
lingkungan atau berwawasan lingkungan, yang 
menekankan pada pentingnya aktifitas ekonomi 
manusia memperhatikan keberlanjutan ekologi atau 
kelestarian alam, dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. Untuk itu, maka budaya peduli 
lingkungan perlu dikembangkan dalam dunia 
pendidikan, agar terlahir generasi yang dapat 
menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan yang 
ada (Taufiq, 2014).  
Nilai-nilai atau budaya peduli lingkungan (eco-
culture) perlu diimplementasikan dalam 
pembelajaran ekonomi di sekolah. Hal ini sebagai 
upaya mempersiapkan dan memberdayakan siswa 
sebagai generasi bangsa, untuk memikul tanggung 
jawab dalam menciptakan masa depan yang 
berkelanjutan (Gough, dkk., 2005). Dengan 
demikian, ketika siswa telah lulus atau selesai 
menempuh pendidikan pada jalur formal, maka 
mereka sudah memiliki pengetahuan serta 
 
 




pemahaman tentang pengeloaan dan nilai-nilai 
peduli lingkungan, sehingga dapat berkontribusi 
dalam mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan baik secara ekologis, sosial, maupun 
ekonomi. 
Istilah eco-culture terdiri dari dua kata yaitu ‘eco’ dan 
‘cultur’. Kata ‘eco’ atau oikos’ berarti rumah, habitat 
atau lingkungan dalam kaitannya dengan ekologi. 
Sedangkan ‘culture’ berarti budaya yang dalam hal 
ini berkaitan dengan ekologi manusia. Dari istilah 
tersebut, Candase Gossen mendefinisikan bahwa 
eco-culture berarti kebangkitan karakter pada 
generasi muda mengenai pengetahuan tentang 
kesadaran lingkungan untuk diintegrasikan dalam 
kehidupan masyarakat. Selain itu menurut 
Janhonen, dkk (2006), eco-culture atau Ecological-
Culture terkait dengan bagaimana suatu keluarga 
proaktif dalam mengubah rutinitas sehari-hari 
sebagai akibat dari perubahan lingkungan, baik 
pada lingkungan global maupun lokal. Dalam hal ini, 
perlu adanya partisipasi anak-anak dalam rutinitas 
keluarga sehari-hari. Melalui rutinitas tersebut, 
akan terbangun interaksi yang bersifat sosial atau 
budaya sosial antar sesama individu atau anak, 








Kesadaran mengenai eco-culture ini berawal dari 
adanya keinginan untuk melakukan perubahan atas 
perilaku yang bersifat konvensional terkait dengan 
masalah ekologi, sehingga dapat terwujud 
lingkungan yang sehat. Perilaku yang bersifat 
konvensional terhadap ekologi cenderung bersifat 
jangka pendek sehingga mengakibatkan munculnya 
dampak atau eksternalitas terhadap lingkungan. 
Menurut Ivakhiv (1997), eco-culture menjadi penting 
untuk di kaji akibat adanya krisis ecologi secara 
global yang ditandai oleh kepunahan berbagai 
spesies dari ekosistem, pemanasan global, 
pencemaran atau polusi lingkungan, dan kerusakan 
lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan dari 
perilaku ekonomi manusia. Hal ini menimbulkan 
suatu kekhawatiran akan hilangnya keseimbangan 
lingkungan dan budaya yang telah berkembang dan 
terpelihara dalam jangka waktu yang lama. 
Eco-culture merupakan paradigma baru dalam 
kaitannya dengan pengelolaan lingkungan dan 
aktivitas ekonomi manusia. Tindakan manusia tidak 
terlepas dari aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan 
sebagai bagian dari sistem ekonomi yang di 
dalamnya terdapat dimensi sosial dan lingkungan 
sehingga semaksimal mungkin dapat diminimalisir 
dampaknya (Hanley, 2001). Dengan demikian, 
paradigma eco-culture ini didasari oleh perilaku atau 
 
 




kebiasaan ekonomi manusia yang cenderung 
menimbulkan kerusakan atau pencemaran 
lingkungan sehingga berakibat pada munculnya 
polusi. Perilaku atau kebiasan tersebut merupakan 
wujud dari pengetahuan dan cara berpikir dari 
pengalaman pendidikan masa lalu, yang cenderung 
mengabaikan keberlanjutan ekologi, sosial, maupun 
ekonomi. 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan maka dapat 
disimpulkan bahwa eco-culture berarti budaya 
ekologis yang menekankan pada aktifitas manusia 
yang memperhatikan keberlanjutan ekologi atau 
kelestarian alam, dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. Dari definisi tersebut maka dalam 
penelitian pengembangan ini, karakter eco-culture 
dimaknai sebagai nilai-nilai atau budaya peduli 
lingkungan. Karakter eco-culture inilah yang akan di 
intenalisasikan dalam pembelajaran ekonomi, yang 
dikaji dari perspektif ekonomi Pancasila.   
Nilai-nilai atau budaya peduli lingkungan (eco-
culture) perlu diimplementasikan dalam 
pembelajaran di sekolah khususnya pembelajaran 
ekonomi. Hal ini sebagai upaya mempersiapkan dan 
memberdayakan siswa sebagai generasi bangsa, 
untuk memikul tanggung jawab dalam menciptakan 
masa depan yang berkelanjutan (Gough, dkk., 2005). 
Dengan demikian, ketika siswa telah lulus atau 
 
 




selesai menempuh pendidikan pada jalur formal, 
maka mereka sudah memiliki pengetahuan serta 
pemahaman tentang pengeloaan dan nilai-nilai 
peduli lingkungan, sehingga dapat berkontribusi 
dalam mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan baik secara ekologis, sosial budaya, 
maupun ekonomi. 
Kajian tentang budaya peduli lingkungan (eco-
culture) sangat terkait dengan etika lingkungan. 
Menurut keraf (2002), terdapat tiga teori etika 
lingkungan yaitu: antroposentrisme, biosentrisme, 
dan ekosentrisme. Antroposentrisme adalah etika 
lingkungan yang memandang manusia sebagai 
pusat dari sistem alam semesta. Hanya manusia dan 
kepentingannyalah yang mempunyai nilai. Manusia 
sebagai penguasa alam yang boleh melakukan apa 
saja. Segala sesuatu yang ada di alam semesta hanya 
akan mendapat nilai dan perhatian sejauh 
mendukung dan demi kepentingan manusia, 
sehingga alam beserta seluruh isinya hanya 
dipandang sebagi objek, sumber daya, alat atau 
sarana bagi pemenuhan kepentingan, kebutuhan 
dan tujuan manusia. Dalam pandangan 
antroposentris, alam dikonstruksikan tidak 
mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Etika 
antroposentrisme ini sering dituding sebagai 
penyebab krisis ekologi karena dari etika ini lahir 
 
 




sikap dan perilaku eksploitatif yang tidak peduli 
sama sekali terhadap keberlanjutan alam. Sebagai 
akibat berciri instrumentalitik dan egoistis. 
Biosentrisme adalah etika lingkungan yang 
memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup 
mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri 
sehingga makhluk hidup selain manusia yang ada di 
alam ini, perlu diperlakukan secara moral, terlepas 
dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak. 
Sebagai konsekuensinya, alam semesta adalah 
suatu komunitas moral, dimana setiap kehidupan 
dalam alam semesta ini, baik manusia maupun 
bukan manusia sama-sama mempunyai nilai moral.   
Gudynas (1990) menyatakan bahwa etika tidak lagi 
hanya diberlakukaan sebatas pada komunitas 
manusia, tetapi juga berlaku bagi seluruh komunitas 
makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup, baik 
tumbuhan maupun hewan pada dasarnya 
mempunyai hak hidup, demikian pula sistem 
kehidupan. Implikasinya, agar antroposentrisme 
berubah menjadi biosentrisme maka segala sesuatu 
yang bersifat hirarkis harus dihindari dengan cara 
menyatu dengan dan bukan berada di atas 
organisme lain. 
Ekosentrisme, etika diperluas ke seluruh sistem 
ekologi baik biotik maupun abiotik. Pandangan 
ekosentrisme ini memahami bahwa secara ekologis 
 
 




makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya saling 
terkait, tidak terpisah, sehingga kewajiban dan 
tanggung jawab moral manusia tidak hanya dibatasi 
pada makhluk hidup, melainkan juga berlaku 
kepada semua anggota atau realita ekologi. 
Terdapat empat prinsip ekologi yang banyak 
digunakan dalam kaitannya dengan ekonomi 
lingkungan dan green economy. Menurut Ife (2002), 
Keempat prinsip tersebut sebagai berikut: 
1. Holistik (holism): Filosofi ekosentrik, respek 
pada kehidupan dan alam, menolak solusi 
linear, perubahan yang bersifat organik, 
2. Keberlanjutan (sustainability): Konservasi 
mengurangi konsumsi ekonomi tanpa 
menekankan pada pertumbuhan, kendala pada 
pengembangan teknologi, 
3. Keanekaragaman (diversity): Anti kapitalis, 
menghargai perbedaan, tidak ada jawaban 
tunggal atas suatu masalah, desntralisasi, 
jejaring (networking) dan komunikasi lateral, 
teknologi tepat guna (lower level technology), 
dan 
4. Keseimbangan (equilibrium): Global/lokal, 
yin/yang, gender, hak/tanggung jawab, 








C. Prinsip dan Jatidiri Ekonomi Pancasila 
Sistem Ekonomi Pancasila yang juga dikenal dengan 
demokrasi ekonomi Pancasila mengacu pada dasar 
konstitusi nasional yaitu Pancasila dan pasal 33 
UUD 1945. Secara umum, makna yang terdapat 
pada masing-masing sila dalam Pancasila dan pasal 
33 UUD 1945 akan diuraikan sebagai berikut. 
a. Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa 
Sila pertama ini meliputi dan menjiwai keempat 
sila lainnya, yang menuntut setiap manusia 
untuk mengakui akan adanya tuhan sebagai 
pencipta dan juga tujuan akhir dalam 
kehidupan ini. Kata “Ketuhanan” berasal dari 
kata Tuhan, yaitu Allah SWT pencipta segala 
yang ada dan semua makhluk termasuk alam 
beserta segala isinya. “Yang Maha Esa” berarti 
yang Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam 
ZatNya, Esa dalam sifatNya, Esa dalam 
perbuatanNya. Hal ini berarti bahwa Sifat 
Tuhan adalah sempurna dan tidak dapat 
disamai oleh siapapun.  
Keyakinan ini bukanlah suatu dogma atau 
kepercayaan yang tak dapat dibuktikan 
kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan 
suatu kepercayaan yang berakar pada 
pengetahuan yang benar dan dapat di uji  atau 
 
 




dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. 
Konsekuensi yang muncul, adalah adanya 
jaminan akan nilai asasi manusia untuk 
memilih suatu agama atau keyakinan tanpa 
paksaan, serta menumbuhkan sikap toleransi 
ditengah perbedaan. Hal ini sejalan dengan arti 
atau isi dari pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. 
(Wreksosuhardjo, 2000).   
b. Sila 2: Kemanusian yang adil dan beradab 
“Kemanusiaan” berasal dari kata manusia, 
yaitu makhluk yang berakal yang memiliki 
potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena 
potensi ini, manusia memiliki derajat dan 
martabat yang tertinggi dibanding makhluk 
yang lainnya. “Adil” berarti bahwa suatu 
keputusan dan tindakan didasarkan atas 
norma-norma yang obyektif, bukan subyektif 
apalagi sewenang-wenang. “Beradab” berasal 
dari kata adab yang berarti budaya. Hal ini 
bermakna bahwa sikap hidup, keputusan dan 
tindakan manusia, selalu berdasarkan nilai-
nilai budaya terutama norma kesusilaan atau 
moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
merupakan perwujudan dari nilai-nilai 
kemanusiaan sebagai makhluk yang 
berbudaya, bermoral, dan beragama.  
 
 




Hal ini memberi isyarat bahwa dalam 
kehidupan bernegara harus dijiwai oleh moral 
kemanusiaan untuk saling menghargai sebab 
setiap warga Negara mempunyai kedudukan 
yang sederajat dan sama tanpa membedakan 
suku, ras, keturunan, status sosial, maupun 
agama. Selain itu, manusia sebagai makhluk 
yang berbudaya dan beradab harus bersikap 
adil baik dalam hubungannya dengan diri 
sendiri, orang lain, lingkungan, maupun dalam 
hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa.  
Dengan demikian, setiap warga negara perlu 
mengembangkan sikap saling mencintai, 
menghargai, menghormati, tenggang rasa, dan 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 
Makna kemanusiaan yang adil dan beradab 
dalam kehidupan ekonomi adalah keadilan, 
toleransi, tidak mengenal pemerasan, 
penghisapan ataupun riba, dan tanggung 
jawab. Oleh karena itu, sila kemanusiaan yang 
adil dan beradab sama dengan isi atau arti dari 
pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 ayat 
2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1,dan pasal 34 










c. Sila 3: Persatuan Indonesia 
“Persatuan” berasal dari kata satu yang berarti 
utuh tidak terpecah belah persatuan berarti 
bersatunya bermacam corak yang beraneka 
ragam menjadi satu kebulatan (Salam, 1996). 
“Indonesia” mengandung dua makna yaitu 
makna geograpis dan makna bangsa dalam arti 
politis. Jadi persatuan Indonesia adalah 
persatuan bangsa yang mendiami wilayah 
Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah 
Indonesia bersatu karena didorong untuk 
mencapai kehidupan yang makmur dan 
harmonis dalam wadah Negara yang merdeka 
dan berdaulat.  
Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari 
paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh 
sila I dan II. Nasionalisme Indonesia mengatasi 
paham golongan, suku bangsa, sebaliknya 
membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan 
sebagai satu bangsa yang padu tidak terpecah 
belah oleh sebab apapun. Makna Persatuan 
Indonesia dalam kehidupan ekonomi ialah 
kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, 
bekerjasama, komunikasi, tidak saling 
mematikan, dan nasionalisme ekonomi. Sila 
persatuan Indonesia sejalan dengan arti atau 
isi dari pasal 1 ayat 1, pasal 30 ayat 1, pasal 35 
 
 




dan pasal 36 Undang Undang Dasar 1945 
(Wreksosuhardjo, 2000). 
d. Sila 4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyarawatan 
perwakilan 
Sila keempat ini mengandung makna bahwa 
bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi 
yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi 
dalam hirarki kekuasaan. “Kerakyatan” berasal 
dari kata rakyat, yang berarti sekelompok 
manusia yang berdiam dalam satu wilayah 
negara tertentu. "Hikmat kebijaksanaan" 
berarti menggunakan ratio atau akal yang 
sehat dengan selalu mempertimbangkan 
persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan 
rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur 
dan bertanggung jawab serta didorong oleh 
itikad baik sesuai dengan hati nurani.  
“Permusyawaratan” adalah suatu tata cara 
khas kepribadian Indonesia untuk 
merumuskan dan atau memutuskan sesuatu 
hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga 
tercapai keputusan yang berdasarkan mufakat. 
“Perwakialan” adalah suatu sistem dalam arti 
tata cara mengusahakan ikut sertanya rakyat 
mengambil bagian dari kehidupan bernegara, 
antara lain dilakukan dengan melalui lembaga 
 
 




perwakilan (Salam, 1996). Makna sila keempat 
dalam kehidupan ekonomi ialah berdasarkan 
demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, 
mengutamakan hajat hidup orang banyak, 
ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian 
nasional. Selain itu, sila keempat ini juga 
memiliki arti atau isi yang sama denan pasal 1 
ayat 2, pasal 2 ayat 1, 2, 3, pasal 3, pasal 19 
ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 21 
ayat 1 dan 2 Undang Undang Dasar 1945 
(Wreksosuhardjo, 2000).   
e. Sila 5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia 
Sila kelima ini dijiwai oleh keempat sila 
sebelumnya. “Keadilan” berasal dari kata adil, 
yang berarti keadilan yang berlaku dalam 
masyarakat di segala bidang kehidupan, baik 
material maupun spiritual. (Salam, 1996). 
Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh 
hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan 
dalam hubungan manusia dengan dirinya 
sendiri, orang lain, lingkungan, serta 
hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam 
sila ini, terkandung nilai-nilai yang merupakan 
tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup 
bersama yaitu keadilan sosial secara 
menyeluruh dalam arti bahwa kemakmuran 
 
 




rakyat yang utama bukan kemakmuran orang 
seorang serta mengedepankan sikap 
kepedulian sosial. Sila kelima ini memiliki arti 
atau isi yang sama dengan pasal 33 ayat 1, 2, 
dan 3 UUD 1945 (Wreksosuhardjo, 2000). 
f. Makna pasal 33 UUD 1945 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
merupakan pesan moral budaya dalam 
konstitusi Republik Indonesia di bidang 
kehidupan ekonomi. pasal ini bukan sekedar 
memberikan petunjuk tentang susunan 
perekonomian dan wewenang negara mengatur 
kegiatan perekonomian, melainkan 
mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang 
dipegang teguh serta diperjuangkan secara 
konsisten oleh para pimpinan pemerintahan 
(Manan, 1995). Pesan konstitusional tersebut 
tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu 
sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi 
kapitalistik (berdasar paham individualisme), 
dan bukan juga sistem Sosialis, namun suatu 
sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan 
kekeluargaan yang dinegara kita lebih dikenal 
dengan istilah Ekonomi Pancasila yang 
merupakan sistem ekonomi yang pada cita-








Cita-cita tersebut menempatkan kedudukan 
rakyat dalam posisi sentral substansial bukan 
marginal residual (Swasono, 2010). Oleh 
karena itu, suatu negara yang mempunyai 
prinsip sebagai negara yang berdasar atas 
hukum, maka secara normatif Pasal 33 UUD 
1945 merupakan tuntutan imperatif yang 
secara tegas merupakan suatu kebijakan 
nasional untuk melakukan transformasi 
ekonomi dan transformasi sosial.  
Transformasi ekonomi pada hakikatnya 
bagaimana sistem ekonomi yang dijalankan 
berdasar pada sistem ekonomi yang 
demokratis. Demokrasi ekonomi sebagaimana 
dalam Pasal 33 UUD 1945, berdasar 
kebersamaan dan asas kekeluargaan, maka 
kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai 
yang utama. Dalam transformasi ekonomi ini, 
negara harus memiliki komitmen tegas untuk 
menyusun perekonomian ke arah paham 
ekonomi yang berdasar pada “usaha bersama 
dan asas kekeluargaan” dan menanggalkan 
paham ekonomi yang berdasar pada “asas 
perorangan”. Sedangkan tranformasi sosial, 
menyangkut hubungan ekonomi tuan-hamba 
perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang 
 
 




demokratis yang parsipatori dan emansipatori 
(Ruslina, 2013). 
Mengenai asas kekeluargaan, Effendi (2008) 
mengemukakan bahwa semangat kekeluargaan 
yang menjadi landasan filosofis dalam 
pembukaan UUD 1945 selanjutnya 
diterjemahkan dalam setiap pasal UUD 1945. 
Semangat kekeluargaan merupakan corak 
budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu 
sikap, pemikiran, perilaku dan tanggung jawab 
seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya 
berada diatas kepentingan individu.  
Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa 
“Perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. 
Usaha bersama adalah mutualism dan asas 
kekeluargaan adalah brotherhood. Itulah 
sebabnya dalam faham kolektivisme/ 
komunitarianisme yang berdasar mutualism 
dan brotherhood ini, kepentingan masyarakat 
(societal-interes) ditempatkan sebagai yang 
utama. Perekonomian disusun artinya tidak 
dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (diatur 
oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan 
adalah usaha bersama (mutualisme yang 
menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta 
yang didorong oleh self interest). Asas 
 
 




kekeluargaan (brotherhood) menunjukkan 
adanya tanggungiawab bersama untuk 
menjamin kepentingan, kemajuan dan 
kemakmuran bersama. 
Pasal 33 UUD 1945, ayat (2) menyatakan 
bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang mengusai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara”. Makna 
“yang penting bagi negara” dapat 
diinterpretasikan dengan tanggungjawab 
negara, yaitu untuk melindungi bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasar 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Secara singkat, dikatakan bahwa 
“penting bagi Negara” adalah cabang-cabang 
produksi strategis. lnterpretasi “dikuasai” oleh 
negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh 
negara (artinya boleh dimiliki oleh usaha 
swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam 
konteks jiwa Pasal 33 UUD 1945. Maksudnya 
pemerintah benar-benar memegang kendali, 








Makna yang terkandung dalam penguasaan 
negara tersebut dimaksudkan bahwa negara 
harus menjadikan penguasaan terhadap 
cabang-cabang produksi yang dikuasainya itu 
untuk memenuhi tiga hal yang menjadi 
kepentingan masyarakat, yaitu: (1) 
Ketersediaan yang cukup, (2). Distribusi yang 
merata, dan (3). Terjangkaunya harga bagi 
orang banyak. 
Berdasarkan interpretasi historis, seperti 
tercantum dalam penjelasan undang undang 
Dasar 1945, makna ketentuan Pasal 33 ayat (2) 
UUD 1945 adalah perekonomian berdasar atas 
demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua 
orang. Sebab itu cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak harus dikuasai oleh Negara. 
Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan 
orang-seorang yang berkuasa dan rakyat 
banyak yang ditindas. Hanya perusahaan yang 
tidak menguasai hajat hidup orang banyak 
boleh di tangan orang-seorang. “Penting bagi 
negara” maksudnya adalah cabang-cabang 
produksi strategis, sedangkan “dikuasai” 
diinterpretasi bahwa dikuasai oleh negara tidak 
berarti negara sendiri menjadi pengusaha atau 
usahawan. “Dikuasai” mengandung arti bahwa 
 
 




kekuasaan negara terdapat pada membuat 
peraturan guna melancarkan perekonomian, 
peraturan yang melarang penghisapan orang 
yang lemah oleh orang yang bermodal. 
Mengenai Pasal 33 UUD 1945, ayat (3) 
menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya digunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal 
ini menegaskan bahwa posisi rakyat yang 
substansial (utama). Dengan demikian, 
demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, 
yaitu kepentingan masyarakat lebih utama dari 
kepentingan orang-seorang, artinya 
mengutamakan kebersamaan (mutualisme), 
bukan berdasar individualisme. Pengutamaan 
kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan 
hak-hak individu secara semena-mena. Dalam 
paham demokrasi ekonomi, maka rakyat secara 
bersama memiliki kedaulatan ekonomi. 
Ekonomi rakyat (grassroots economy) 
memegang peran dominan dan menjadi 
tumpuan ekonomi nasional. 
Ayat (4) pasal 33 UUD 1945, menyatakan 
bahwa “perekonomian Nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
 
 




lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional. Adanya perkataan 
“efisiensi berkeadilan” telah merubah 
keseluruhan niat terselubung untuk 
memasukkan pandangan neoliberalisme 
ekonomi (yang membuka jalan ke arah 
kapitalisme dan imperialisme baru) ke dalam 
pasar. Maka kepentingan orang seorang yang 
diwakilinya dirubah menjadi sosial preference. 
Mengapa demikian, karena perkataan 
“efisiensi” dalam perekonomian berorientasi 
pada maximum gain (dalam badan usaha 
ekonomi) dan maximum satisfaction (dalam 
transaksi ekonomi orang seorang). Maksudnya 
paham ekonomi neoklasikal sebagai wujud dari 
liberalisme ekonomi yang beroperasi melalui 
pasar bebas (laissez faire). Pasar bebas 
membuka jalan untuk daulat pasar menggusur 
daulat rakyat, pasar bebas akan “mengusur 
orang miskin bukan menggusur kemiskinan”. 
Selain itu, Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 juga 
mengandung prinsip “keberlanjutan dan 
berwawasan lingkungan”. Oleh karena itu, 
penyelenggaraan pembangunan nasional 
haruslah bersifat pro lingkungan atau 
melindungi lingkungan hidup sesuai dengan 
 
 




prinsip pembangunan berkelanjutan yang 
menjamin kelangsungan hidup dan 
terpeliharanya daya dukung lingkungan untuk 
kehidupan generasi-generasi selanjutnya. 
Selain itu, di tengah gelombang integrasi 
ekonomi regional dan global dewasa ini, 
ekonomi Indonesia harus berdiri tegak dengan 
kemandirian. Ketergantungan ekonomi kepada 
negara-negara lain dalam semua aspeknya 
hendaklah dikikis sedikit demi sedikit. 
Pembangunan nasional juga hasus menjamin 
“keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional”. 
Lebih lanjut dalam ayat 5 pasal 33 UUD 1945 
disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang”. Maksud dari ayat 5 ini bahwa 
dalam merumuskan kebijakan ekonomi harus 
mengacu pada undang-undang pokok 
perekonomian yang sampai saat ini belum 
dirumuskan. Dengan demikian bukan hal yang 
mustahil manakala antara satu udang-undang 
dengan undang–undang yang lainnya dalam 
bidang ekonomi kadang tidak sejalan atau 
saling berbenturan. Hal ini disebabkan karena 
rujukan utamanya yang merupakan 
implementasi dari pasal 33 UUD 1945 belum 
 
 




dirumuskan. Hal ini tentunya menjadi 
pekerjaan yang harus segera dituntaskan oleh 
setiap pemimpin bangsa ini sebagai bentuk 
kepedulian terhadap perekonomian Indonesia 
yang meletakkan pondasinya pada nilai-nilai 
kebersamaan dan kekeluargaan yang 
bersumber dari pasal 33 UUD 1945. 
Berdasarkan beberapa pengertian yang terkandung 
dalam pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diuraikan 
sebelumnya, maka pasal 33 tersebut mengandung 
makna sangat esensial yaitu tercermin adanya 
demokrasi ekonomi. Demokrasi dalam hal ini adalah 
demokrasi sosial berdasarkan kebersamaan, bukan 
demokrasi liberal berdasar individualism (demokrasi 
Barat). Makna demokrasi ekonomi sebagaimana 
dalam penjelasan UUD 1945 itu bertumpu pada 
keseiahteraan umum. Kesejahteraan umum ini akan 
tercapai melalui demokrasi ekonomi yang bercirikan: 
a. Kemampuan masyarakat dan bangsa untuk 
mandiri, 
b. Pertumbuhan pendapatan nasional dengan 
memperbesar kemakmuran rakyat secara adil 
dan merata, 








d. Pembangunan daya beli rakyat terutama pada 
barang-barang terpenting bagi keperluan 
hidup, 
e. Peranan negara dalam menegakkan kedaulatan 
ekonomi rakyat dengan membela kepentingan 
rakyat banyak. 
Dalam kaitannya dengan penjelasan yang dicakup 
oleh pengertian demokrasi ekonomi tersebut, maka 
usaha bersama ekonomi harus diberi wujud dalam 
pemilikan bersama, pemilikan bersama dan 
tanggungjawab bersama. Dengan demikian, yang 
diutamakan dalam demokrasi ekonomi adalah 
perwujudan kemakmuran masyarakat, bukan 
kemakmuran orang seorang (Djauhari, 2007)  
Menurut Mubyarto (1993), Sistem Ekonomi 
Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Roda perekonomian digerakkan oleh 
rangsangan ekonomi, sosial dan moral, 
b. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke 
arah keadaan kemerataan sosial 
(egalitarianism), sesuai asas-asas 
kemanusiaan, 
c. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan 
perekonomian nasional yang tangguh yang 








d. Koperasi merupakan soko guru perekonomian 
dan merupakan bentuk yang paling konkrit 
dari usaha bersama, 
e. Adanya kejelasan dan ketegasan antara 
perencanaan di tingkat nasional dengan daerah 
dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk 
menjamin keadilan sosial.  
Ciri-ciri tersebut tercermin pada pasal 33 UUD 1945 
dan nilai-nilai Pancasila yang akan dijadikan sebagai 
dasar dalam merumuskan karakter Eco-culture 
dalam perspektif ekonomi Pancasila. Dengan 
demikian, pembelajaran ekonomi pada sekolah 
menegah atas dapat menggambarkan pesan-pesan 
ekonomi yang berjati diri bangsa dan berwawasan 
lingkungan. 
D. Sila Pancasila Sebagai Sumber Nilai 
Karakter eco-culture dikaji dari perspektif ekonomi 
Pancasila, didasari pemahaman bahwa: (1) Nilai-nilai 
Pancasila merupakan suatu kesatuan yang 
memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa 
Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai 
jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan 
keseimbangan, baik dalam hubungan manusia 
dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan 
manusia, maupun manusia dengan lingkungan alam 
sekitarnya. (2) Pancasila merupakan sumber nilai, 
 
 




moral dan etika dalam kehidupan ekonomi 
masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa aktifitas 
ekonomi manusia seharusnya menempatkan ilmu 
ekonomi sebagai ilmu sosial yang berketuhanan, 
beretika dan bermoral serta punya ciri lokalitas. (3) 
Hakekat pendidikan karakter adalah pendidikan 
nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang 
bersumber dari budaya bangsa. Wujud dari budaya 
bangsa Indonesia adalah Pancasila. Hal ini berarti 
bahwa pendidikan karakter dalam konteks 
pendidikan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila. 
Karakter eco-culture yang didasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila menjadi sesuatu yang penting untuk 
diinternalisasikan dalam pembelajaran ekonomi. Hal 
ini seiring dengan munculnya kesadaran atau 
keinginan untuk melakukan perubahan atas 
perilaku manusia yang bersifat konvensional terkait 
dengan masalah ekologi. Perilaku yang bersifat 
konvensional terhadap ekologi cenderung bersifat 
jangka pendek sehingga mengakibatkan munculnya 
berbagai dampak terhadap lingkungan. Dampak 
tersebut misalnya pemanasan global, kepunahan 
berbagai spesies dari ekosistem, pencemaran atau 
polusi lingkungan, dan kerusakan lingkungan akibat 








Kondisi seperti itu menjadi sebab diperlukannya 
upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat 
pada segala usia untuk memikul tanggungjawab 
dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan, 
dengan penekanan pada pentingnya pengetahuan 
tentang lingkungan untuk membangun etika peduli 
terhadap lingkungan. Hal ini karena lingkungan 
hidup tidak hanya milik generasi sekarang tetapi 
juga generasi penerus di masa mendatang 
(Kutanegara, dkk., 2014).  Salah satu upaya yang 
dapat dilakukan adalah dengan melakukan 
perubahan fundamental pada cara pandang dan 
perilaku manusia melalui penanaman pemahaman, 
moral dan etika mengenai lingkungan.  
Keterkaitan karakter eco-culture dengan Pancasila, 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Ketuhanan yang Maha Esa.  
Sila pertama ini menekankan pada pentingnya 
keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa 
sebagai pencipta seluruh makhluk termasuk 
bumi beserta segala isinya. Oleh karena itu, 
sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk 
menjaga, memelihara, dan memanfaatkan 
bumi beserta segala isinya sesuai kebutuhan 
sebagai wujud ibadah demi kelangsungan dan 
keseimbangan hidup manusia; Dalam 
kehidupan ekonomi, sila Ketuhanan Yang 
 
 




Maha Esa menjadi dasar akan pentingnya spirit 
atau keyakinan yang menekankan pada etika 
dan moral bangsa dalam perekonomian. 
Dengan kata lain, perekonomian harus 
memiliki landasan etis dan 
pertanggungjawaban kepada sang Khalik. 
Karena itu, ekonomi Pancasila digagas dan 
dibangun berdasarkan pertimbangan moral 
dan etika religius. Sila pertama ini menjadi 
dasar lahirnya karakter eco-culture, seperti rasa 
syukur, rasa memiliki, dan jujur. 
2. Kemanusian yang Adil dan Beradab 
Sila kedua ini menekankan bahwa dalam 
kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai 
makhluk yang berbudaya dan beradab harus 
saling menghargai dan bersikap adil, baik 
dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha 
Esa, orang lain, maupun lingkungan alam 
sekitar. Dengan demikian, setiap orang dapat 
bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian 
lingkungan, dan berusaha untuk tidak 
menimbulkan kerusakan yang dapat 
berdampak negatif bagi orang lain. Sila kedua 
ini menjadi dasar lahirnya karakter eco-culture 
seperti saling menghormati, kasih sayang dan 








3. Persatuan Indonesia 
Sila ketiga ini menekankan pada pentingnya 
persatuan yang dilatarbelakangi oleh rasa 
nasionalisme untuk mewujudkan kehidupan 
yang makmur dan harmonis. Untuk itu, maka 
pengelolaan sumber daya alam strategis harus 
dilakukan dengan memanfaatkan potensi 
modal dalam negeri. Selain hasilnya dapat 
didistribusikan secara adil dan merata, 
dampak yang ditimbulkan dari aktifitas 
pengelolaan sumber daya alam terhadap 
lingkungan juga dapat di minimalisir. Sila 
ketiga ini menjadi dasar lahirnya karakter eco-
culture seperti kebersamaan dan cinta tanah 
air. 
Dalam kehidupan ekonomi, kebijakan ekonomi 
yang didasarkan pada Persatuan Indonesia 
bertujuan untuk mempersatukan bangsa. 
Apabila kemudian justru memudarkan 
semangat persatuan bangsa maka kebijakan 
tersebut pastilah bukan bercorak atau 
bercirikan ekonomi Pancasila. Dalam hal ini, 
usaha bersama menjadi kuncinya. Produksi 
dan distribusi yang dikerjakan melalui 
mekanisme usaha bersama dalam peningkatan 
ekonomi memperkecil kesenjangan yang 
berpotensi memecah belah bangsa. Dalam 
 
 




konteks ini, maka kemudian negara mengambil 
peran strategis untuk melakukan proses 
distribusi akses sumber daya ke wilayah-
wilayah negara sesuai dengan prinsip keadilan 
dan pemerataan.  
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat 
Kebijaksanaan Dalam Permusyarawatan 
Perwakilan  
Sila keempat menekankan pentingnya rasio 
atau akal sehat untuk tidak memaksakan 
kehendak dalam setiap pengambilan 
keputusan, termasuk pula dalam aktifitas 
ekonomi yang terkait dengan pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan. Terkait 
dengan itu, maka prinsip yang harus 
dikedepankan yaitu bahwa sumber daya alam 
dan lingkungan menyangkut hajat hidup orang 
banyak, sehingga setiap orang perlu 
mengawasi, dan mendapatkan akses yang adil 
untuk memanfaatkan sumber daya alam dan 
lingkungan secara bijaksana. Sila keempat ini 
menjadi dasar lahirnya karakter eco-culture 
seperti gotong royong, bertanggung jawab, dan 









5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
Sila kelima ini menekankan pada pentingnya 
mewujudkan keadilan dalam kehidupan 
bermasyarakat yang tidak hanya dirasakan 
oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi 
yang akan datang. Salah satu cirinya adalah 
tercapainya kemakmuran rakyat secara 
menyeluruh dan bukan kemakmuran orang 
seorang. Untuk itu, maka sumber daya alam 
dan lingkungan perlu dikelola secara maksimal 
dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan 
sehingga kelestarian sumber daya alam dan 
lingkungan juga dapat dinikmati oleh generasi 
yang akan datang. Sila kelima ini menjadi dasar 
lahirnya karakter eco-culture seperti makmur 
berkeadilan, kekeluargaan, dan kemandirian. 
Selain terkait dengan nilai-nilai Pancasila, 
karakter eco-culture juga memiliki keterkaitan 
dengan makna UUD 1945 khususnya pada 
pasal 33 ayat 4, bahwa pembangunan ekonomi 
haruslah bersifat pro-lingkungan. Hal ini 
berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan harus mengedepankan 
prinsip lestari, sehingga selain dapat 
bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat saat ini, juga dapat terjamin 
kelangsungan hidup dan terpeliharanya daya 
 
 










Ekonomi Berwawasan Lingkungan 
Berkelanjutan 
embangunan sebagai upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya 
merupakan kegiatan manusia dalam memanfaatkan 
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang akan 
berdampak pada perubahan fungsi lingkungan hidup. 
Oleh karenanya, perilaku manusia dalam melakukan 
kegiatan pembangunan akan menentukan besaran 
dampak yang akan terjadi pada lingkungan hidup.  
Perilaku manusia dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraannya seringkali kurang peduli dengan 
lingkungan sekitarnya dengan cara melakukan eksploitasi 
secara besar-besaran. Akibatnya, terjadi kerusakan 
lingkungan yang diikuti dengan bencana alam, seperti 
hilangnya mata air, kekeringan, kebakaran hutan dan 
lahan, banjir, tanah longsor, pemanasan global dan 
timbulnya berbagai penyakit akibat menurunnya kualitas 









A. Manusia, Pendidikan dan Lingkungan 
Berkelanjutan 
Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi tidak 
terlepas dari perkembangan jumlah penduduk dan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. 
Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi di 
satu sisi membantu umat manusia untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki 
kualitas kehidupannya, tetapi di sisi lain 
penggunaan teknologi yang tidak beraturan dan 
melanggar etika lingkungan mempunyai dampak 
terjadinya degradasi sumberdaya alam dan 
kerusakan lingkungan hidup. (Sumarmi, 2014).  
 Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, sebagian 
besar bersumber pada perilaku manusia yang 
kurang bertanggung jawab dan memiliki etika 
lingkungan yang masih rendah. Perilaku manusia 
dalam berinteraksi dengan lingkungannya masih 
mencerminkan ketidakpedulian terhadap 
keberlanjutan ekologis. Brown (1981) menyatakan 
bahwa keberlanjutan ekologis adalah bentuk 
keberlanjutan masyarakat dalam memenuhi 








Dalam teori ekonomi ekologi, dijelaskan bahwa 
kegiatan ekonomi berkelanjutan mencakup tiga 
dimensi keberlanjutan sekaligus yaitu keberlanjutan 
ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan 
lingkungan. Ketiga dimensi itu dikerjakan secara 
bersama-sama dan dampak kegiatan masing-masing 
dimensi ikut diperhitungkan, yang dikejar bukan 
hanya tercapainya satu sasaran tetapi ketiga 
sasaran berkelanjutan, baik ekonomi, sosial dan 
lingkungan sekaligus. (Rees: 2001). Sementara itu, 
Elkington (1998) memperkenalkan konsep tripple 
bottom line dalam kegiatan bisnis. Triple bottom line 
yang dimaksud terdiri atas People, Planet dan Profit, 
seperti ditunjukkan pada gambar 5 berikut.  
Gambar 5. Tripple Bottom Line: Kaitan Antara Tiga P 
(People, Planet, dan   Profit) dengan Sustainability  
sebagai Zona Tengah (Elkington, 1998) 
 
Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, 
konsep tripple bottom line saling terkait satu sama 
lainnya, yaitu pembangunan dapat dikatakan 
 
 




berkelanjutan jika memenuhi kriteria ekonomis, 
bermanfaat untuk masyarakat, serta menjaga 
kelestarian lingkungan, yang pada hakikatnya 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat.  
Dengan demikian dalam mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan, dibutuhkan pelaku-pelaku 
pembangunan yang mampu mengintegrasikan aspek 
ekonomi, sosial, serta lingkungan dalam 
pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan 
pembangunan. Sebagai makhluk ekonomi manusia 
selalu bertindak dengan memperhitungkan sebab 
akibat dalam mengambil suatu keputusan untuk 
memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, manusia 
harus dapat memenuhi kebutuhannya lebih 
manusiawi dengan memperhatikan keberlanjutan 
lingkungan.  
Manusia berinteraksi dengan lingkungannya sangat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam dirinya 
seperti pengetahuan, sikap, pendidikan, 
pengalaman, motivasi, budaya dan nilai. Faktor 
internal tersebut sangat memegang peranan penting 
dalam mengendalikan manusia melalui perilaku-
perilakunya. Bentuk perilaku tersebut tidak hanya 
pada sekelompok orang tertentu, tetapi meliputi 
berbagai kalangan. Mulai pada perilaku individu, 
 
 




rumah tangga, komunitas kecil, sampai pada 
perilaku dunia usaha. (Faturochman: 1995). 
Perilaku dunia usaha dalam melakukan aktivitas 
produktifnya, baik pada kegiatan hulu maupun 
kegiatan hilir, masih menghasilkan limbah. Hal ini 
disebabkan karena pendekatan yang digunakan 
masih terfokus pada pendekatan end of pipe. 
Pendekatan ini bersifat reaktif, yaitu bereaksi setelah 
terbentuknya limbah, bukan pada pencegahan atau 
preventif, tetapi kuratif atau perbaikan setelah 
terjadi kerusakan atau pencemaran, akibatnya biaya 
investasi dan operasi pengolahan dan pembuangan 
limbah relatif mahal. Hal ini sering dijadikan alasan 
oleh para pengusaha untuk tidak membangun 
instalasi pengolahan limbah. (Djajadiningrat, 2011).  
Dalam pengelolaan pencemaran lingkungan, pada 
tahun 1989/1990 UNEP (United Nations Enviroment 
Program) memperkenalkan konsep produksi bersih 
(cleaner production). Pendekatan produksi bersih 
merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan 
yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu 
diterapkan secara terus menerus pada proses 
produksi dan daur hidup produk dengan tujuan 
untuk mengurangi resiko terhadap manusia dan 
lingkungan.  
Prinsip produksi bersih membantu memperbaiki 
kondisi lingkungan dengan minimalisasi limbah 
 
 




pada sumbernya yang bersifat lebih proaktif melalui 
perubahan yang efektif pada proses produksi, 
operasi, dan penggunaan bahan baku yang aman. 
Strategi pendekatan produksi bersih dapat 
terlaksana dengan baik, apabila terdapat kesadaran 
lingkungan dari para pengusaha dan karyawannya 
untuk terus menerus meningkatkan kualitas 
lingkungan agar pembangunan berkelanjutan atau 
berwawasan lingkungan dapat terlaksana dengan 
baik. (Moertinah, 2008).  
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pendidikan 
untuk pembangunan berkelanjutan merupakan 
instrumen penting yang digagas UNESCO untuk 
mendukung program pembangunan berkelanjutan. 
Education for Sustainable Development pada 
dasarnya merupakan suatu konsep yang mengusung 
visi baru pendidikan, yakni memberdayakan 
manusia semua umur untuk turut bertanggung 
jawab menciptakan masa depan yang berkelanjutan 
(UNESCO, 2005). Education for Sustainable 
Development (EfSD), diartikan sebagai 
pengembangan yang memenuhi kebutuhan masa 
kini tanpa menghilangkan kemampuan generasi 
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 
sendiri. Prinsip-prinsip utama dalam pendidikan 
untuk pembangunan berkelanjutan (EfSD) adalah: 
 
 




a. Keadilan antar generasi, generasi sekarang 
menguasai sumber daya alam yang ada di bumi 
sebagai titipan untuk digunakan generasi 
mendatang. Hal ini menuntut tanggungjawab 
generasi sekarang untuk menjaga dan 
memelihara sumber daya yang ada di bumi 
agar generasi mendatang memiliki hak yang 
sama dengan generasi sebelumnya. 
b. Keadilan dalam satu generasi, mencakup 
keadilan dan tidak ada kesenjangan antar 
individu atau kelompok masyarakat dalam hal 
pemenuhan kualitas hidup. 
c. Pencegahan dini, apabila terjadi ancaman 
terjadinya kerusakan lingkungan maka harus 
segera dicegah. 
d. Perlindungan keanekaragaman hayati sebagai 
sumber kesejahteraan manusia. 
e. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme 
insentif, yaitu mengintegrasikan biaya sosial 
dan lingkungan ke dalam proses pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan penggunaan 
sumberdaya alam terutama yang berakibat 
pada eksternalitas negatif bagi lingkungan. 
Education for Sustainable Development (EfSD) dapat 
dilakukan pada sektor formal, nonformal, maupun 
informal. Ketiga jalur tersebut merupakan satu 
 
 




kesatuan yang saling terkait dalam mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan. Pada jalur pendidikan 
formal, dapat dilakukan dengan pemberian 
pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik 
tentang nilai-nilai peduli lingkungan. Pada jalur 
nonformal, dilakukan dengan melibatkan seluruh 
elemen masyarakat maupun organisasi non 
pemerintah untuk tanggap terhadap isu-isu 
lingkungan. Sedangkan pada jalur pendidikan 
informal dapat dilakukan dengan mengembangkan 
potensi dengan penekanan pada pengetahuan, sikap 
dan perilaku.  
B. Ekonomi Lingkungan (Environmental 
Economic) 
Ekonomi lingkungan adalah cabang dari ilmu 
ekonomi yang mempelajari nilai lingkungan dan 
kegiatan ekonomi secara bersama serta membuat 
pilihan berdasarkan nilai tersebut. Tujuannya 
adalah untuk menyeimbangkan antara kegiatan 
ekonomi dan dampak lingkungan dengan 
memperhitungkan semua biaya dan manfaat. (Van 
den Bergh, 1999).  
Ekonomi lingkungan adalah studi tentang 
bagaimana perekonomian mempengaruhi 
lingkungan, bagaimana lingkungan mempengaruhi 
perekonomian, dan cara yang tepat untuk mengatur 
kegiatan ekonomi sehingga mencapai keseimbangan 
 
 




optimal antara tujuan lingkungan dan ekonomi 
(Kelly, David L, 2011). Fokus utama ekonomi 
lingkungan adalah bagaimana menggunakan atau 
mengelola lingkungan alam (udara, air, tanah) 
sebagai sumber daya yang berharga yang dapat 
menghasilkan limbah (Hussen, Ahmed M, 2005).           
Asumsi di bidang ekonomi lingkungan bahwa fungsi 
lingkungan menyediakan sumber daya alam, 
asimilasi limbah, dan memberikan kesenangan 
estetika untuk manusia. Ekonomi lingkungan 
digunakan sebagai alat untuk menemukan 
keseimbangan dalam sistem penggunaan sumber 
daya. Turner (1993) mengemukakan bahwa; The key 
to the environmental economics approach is that there 
is value from the environment and value from the 
economic activity, the goal is to balance the economic 
activity with environmental degradation by taking all 
costs and benefits into account. 
Kunci pendekatan ekonomi lingkungan adalah 
adanya nilai dari lingkungan dan nilai kegiatan 
ekonomi, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan 
kegiatan ekonomi dengan degradasi lingkungan 
dengan memperhitungkan semua biaya dan 
manfaat. Oleh karena itu, untuk membantu 
pengambilan keputusan ekonomi yang benar, yang 
sering memperlakukan fungsi lingkungan hidup 
 
 




secara bebas, maka penting untuk mengukur nilai 
lingkungan (environmental valuation). 
C. Penilaian Lingkungan (Environmental 
Valuation) 
Penentuan nilai dari dampak lingkungan suatu 
kegiatan atas suatu kebijakan sangat diperlukan 
khususnya dalam studi Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL). Dalam AMDAL ataupun studi 
mengenai kelayakan dari suatu kegiatan atau 
kebijakan pertama kali harus diusahakan untuk 
memperkirakan dampak fisik apa saja yang secara 
potensial akan terjadi yang dapat meliputi dampak 
fisik-kimia, biologis, sosial ekonomi, dan dampak 
terhadap kesehatan masyarakat. (Suparmoko, 
2012). 
Pada dasarnya nilai lingkungan terdiri dari dua 
kelompok yaitu nilai ekonomi atas dasar 
penggunaan/pemanfaatan (instrumental value/use 
value) dan nilai ekonomi atas dasar bukan 
penggunaan/pemanfaatan (intrinsic value/non-use 
value). Nilai atas dasar penggunaan menunjukkan 
kemampuan lingkungan apabila digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan, sedangkan nilai atas dasar 
bukan penggunaan adalah nilai yang melekat pada 
lingkungan tersebut. Atas dasar penggunaannya, 
nilai itu dibedakan lagi menjadi nilai atas dasar 
penggunaan langsung (direct use value), nilai 
 
 




penggunaan tidak langsung (indirect use value), dan 
nilai atas dasar pilihan penggunaan (option use 
value) dan nilai yang diwariskan (bequest value). 
Selanjutnya nilai atas dasar bukan penggunaan juga 
dibedakan menjadi nilai atas dasar warisan dari 
generasi sebelumnya (bequest value) dan nilai karena 
keberadaannya (existence value) (Soemarno, 2010). 
Total Economic Value (TEV) dapat ditulis dengan 
persamaan matematis sebagai berikut: 
TEV = UV + NUV 
UV = DUV + IUV + OV 
NUV = BV + EV 
TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OV) + (BV + EV) 
Dimana: 
TEV = Total Economic Value (Nilai Ekonomi Total) 
UV = Use Value (Nilai Penggunaan) 
NUV = Non Use Value (Nilai Intrinsik) 
DUV = Direct Use Value (Nilai Penggunaan Langsung) 
IUV = Indirect Use Value (Nilai Penggunaan Tidak 
Langsung) 
OV = Option Use Value (Nilai Pilihan) 
BV = Bequest Value (Nilai Warisan/Kebanggaan) 
EV = Existence Value (Nilai Keberadaan) 
 
 




Klasifikasi nilai total ekonomi dapat ditunjukkan 
pada gambar 6 berikut. 
Gambar 6. Klasifikasi Nilai Total Ekonomi 
Valuasi ekonomi terhadap pengelolaan lingkungan 
sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan 
pembangunan. Menurunnya kualitas sumber daya 
alam dan lingkungan merupakan masalah ekonomi, 
sebab kemampuan sumber daya alam tersebut 
menyediakan barang dan jasa menjadi semakin 
berkurang, terutama pada sumber daya alam yang 
tidak dapat dikembalikan seperti semula 
(irreversible). Oleh karena itu, kuantifikasi manfaat 
(benefit) dan kerugian (cost) harus dilakukan agar 
proses pengambilan keputusan dapat berjalan 
dengan memperhatikan aspek keadilan (fairness). 
Tujuan valuasi ekonomi pada dasarnya adalah 
membantu pengambil keputusan untuk menduga 
efisiensi ekonomi (economic efficiency) dari berbagai 
pemanfaatan yang mungkin dilakukan (Navrud, 
et.al, 1997).  
 
 




D. Eksternalitas dalam Pengelolaan Lingkungan 
Setiap aktivitas manusia mempunyai keterkaitan 
dengan aktivitas lainnya yang dapat menimbulkan 
manfaat atau biaya bagi kegiatan atau pihak di luar 
pelaksana kegiatan tersebut tanpa ada pembayaran, 
atau dikenal dengan istilah eksternalitas. 
Eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu 
tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik 
dampak yang menguntungkan maupun yang 
merugikan. (Van den Bergh, 1999). Menurut 
Nicholson (1999), suatu eksternalitas terjadi bila 
aktivitas ekoonomi seseorang yang membawa 
dampak bagi keadaan ekonomi orang lain tidak 
direfleksikan dalam operasi pasar.  
Mankoesoebroto, Guritno (1997), mengemukakan 
bahwa eksternalitas timbul karena tindakan 
konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai 
pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada 
kompensasi yang dibayar oleh pihak yang 
menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh 
pihak yang terkena dampak tersebut. Eksternalitas 
adalah kejadian yang menimbulkan keuntungan 
pada seseorang atau beberapa orang yang tidak 
sepenuhnya merupakan peserta pengambilan 
keputusan atau berbagai keputusan secara 
langsung atau tidak langsung memungkinkan 
kejadian bersangkutan dapat terjadi. Suatu 
 
 




eksternalitas adalah saling ketergantungan yang 
tidak mempunyai kompensasi yang bersangkutan 
dalam pasar. Eksternalitas dapat timbul sebagai 
akibat tindakan konsumsi atau produksi, dan 
eksternalitas dapat bersifat negatif atau positif (DJ.A. 
Simarmata, 1994). 
Mankoesobroto, Guritno (1997), mengemukakan 
bahwa sifat eksternalitas dapat dibagi menjadi dua 
yaitu: 
1. Eksternalitas positif 
Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang 
yang memberikan manfaat bagi orang lain, 
tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di 
dalam pasar.  
2. Eksternalitas negatif 
Eksternalitas negatif adalah biaya yang 
dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar 
sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh 
dari eksternalitas negatif adalah pencemaran 
lingkungan.  
Ekonomi lingkungan menganalisis pencemaran 
sebagai eksternalitas. Suatu eksternalitas adalah 
setiap dampak terhadap tingkat kesejahteraan pihak 
ketiga yang timbul karena tindakan seseorang tanpa 
dipungut kompensasi atau pembayaran (Turner, 
et.al, 1993). Biaya kerusakan sebagai akibat dari 
 
 




tambahan satu unit pencemar selalu semakin tinggi 
karena limbah yang sedikit akan mudah diasimilasi 
oleh lingkungan, sedangkan bila limbah yang 
dibuang ke lingkungan besar volumenya, maka 
lingkungan akan mengalami kesulitan untuk 
mengasimilasi limbah tersebut, dan badan air, tanah 
atau udara sulit untuk menerimanya.  
Selanjutnya biaya marginal untuk pengendalian 
pencemaran biasanya meningkat dengan volume 
pencemaran yang dikendalikan.  Alokasi limbah 
yang efisien digambarkan melalui dua kurva yaitu 
kurva biaya kerusakan marginal yang semakin tinggi 
dengan semakin banyaknya limbah dalam 
lingkungan dan kurva biaya pengendalian 
pencemaran marginal yang semakin rendah yang 
mencerminkan semakin tingginya volume limbah 
yang dibuang.  Gerakan dari kanan ke kiri 
menunjukkan adanya usaha pengendalian 
pencemaran yang semakin meningkat sehingga 
semakin sedikit limbah atau pencemaran yang 
terjadi, sehingga kurva biaya pengendalian 
pencemaran marginal berbentuk turun dari kiri atas 
ke kanan bawah. Sebaliknya kurva kerusakan 
marginal semakin meningkat dengan banyaknya 
volume limbah atau pencemaran yang ada dalam 
lingkungan. Oleh karena itu, kurva biaya kerusakan 
marginal menaik dari kiri bawah ke kanan atas 
 
 




(Simarmata, Dj.A. 1994). Kondisi tersebut dapat 
ditunjukkan pada gambar 7 berikut. 
Gambar 7. Alokasi Efisien Limbah Mudah Terserap 
Berdasarkan gambar 7, alokasi limbah yang efisien 
terjadi pada volume limbah sebanyak Q yaitu pada 
saat kedua kurva berpotongan satu sama lain. 
Dengan kata lain, pembuangan limbah yang efisien 
tercapai apabila tambahan biaya pengendalian satu 
unit limbah sama dengan tambahan biaya 
kerusakan yang timbul karena satu unit 
penambahan limbah tersebut. Pengendalian 
pencemaran yang lebih tinggi yaitu pada volume 
limbah di sebelah kiri titik Q0. Pada titik Q0 
menunjukkan bahwa alokasi limbah dalam 
lingkungan menjadi tidak efisien, karena 
peningkatan biaya pengendalian pencemaran 
Q0Q*AB, sehingga biaya total yang ditimbulkan oleh 
volume limbah sebanyak Q0 lebih tinggi daripada 
biaya total yang ditimbulkan oleh limbah sebanyak 
Q*. Demikian pula bila usaha pengendalian 
 
 




pencemaran lebih rendah akan mengakibatkan 
volume limbah lebih tinggi daripada Q0 misalnya Q1; 
yang berarti perubahan dari Q0 menjadi Q1 
mencerminkan penurunan biaya pengendalian 
pencemaran (area Q*Q1CA), tetapi diimbangi oleh 
peningkatan biaya kerusakan lingkungan yang lebih 
besar (area Q*Q1EA) sehingga biaya total lingkungan 
justru akan meningkat. Jadi, baik meningkakan 
atau mengurangi volume limbah atau pencemaran di 
luar volume Q0 akan meningkatkan biaya total 
lingkungan dan akan menekan manfaat sosial bersih 
dalam masyarakat. 
Oleh karena itu, pencemaran lingkungan dengan 
menghasilkan limbah akan terus terjadi seiring 
dengan peningkatan produksi barang dan jasa 
dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal 
ini, barang dan jasa merupakan produk yang 
diinginkan (desirable output) dan limbah serta 
pencemaran sebagai produk yang tidak diinginkan 
(undesirable output). Pencemaran lingkungan 
menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan, 
turunnya produktivitas kerja dan kurang 
nyamannya kehidupan (M. Suparmoko, 2013).  
Berdasarkan beberapa pengertian yang telah 
diuraikan, maka kaitannya dengan pengelolaan 
industri sutera yang menghasilkan limbah, maka 
eksternalitas negatif harus mendapat perhatian 
 
 




dengan cara meminimalkan terbentuknya limbah 
pada sumbernya (end of pipe) dan penggunaan 
bahan baku yang berwawasan lingkungan.  
E. Sumber Daya Alam, Pertumbuhan Populasi 
dan Pembangunan Ekonomi 
Thomas Robert Malthus (1776-1834), seorang 
sosiolog Inggris mengemukakan sebuah teori tentang 
hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk, 
pertambahan produksi pangan serta pembangunan 
ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul “An Essay 
on the Principle of Population as it Affects the Future 
Improvement of Society” yang diterbitkan tahun 
1798, Thomas Malthus merumuskan The Law of 
Diminishing Return yaitu pertambahan hasil yang 
semakin berkurang (Todaro, 2006).  
Prinsip dasar pendapat Malthus adalah 
kecenderungan jumlah penduduk di suatu negara 
akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur, 
sedangkan pertambahan produksi pangan 
mengikuti deret hitung, kecuali bila dihambat oleh 
bencana alam dan kelaparan. Adanya proses 
pertambahan hasil yang semakin berkurang dari 
suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu 
tanah maka meningkatnya populasi secara terus 
menerus akan membebani kemampuan masyarakat 








Konsep Malthus tentang pertambahan populasi yang 
menghambat tingkat kesejahteraan manusia, tidak 
sejalan dengan ekonom Michael Kremer yang 
berpendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah 
kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi 
(Mankiw, 2007). Model Kremer, menjelaskan bahwa 
dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan 
semakin banyak pula ilmuwan, penemu, dan para 
ahli yang akan memberikan kontribusi pada inovasi 
dan kemajuan teknologi. Model Kremer 
mengemukakan bahwa populasi yang besar sebagai 
prasyarat bagi kemajuan teknologi. 
Kekhawatiran Maltus akan pertumbuhan bahan 
makanan yang lambat karena berlakunya hukum 
pertambahan hasil yang semakin berkurang, tidak 
sejalan dengan Robert Solow yang menyatakan 
bahwa adanya kemajuan teknologi akan 
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 
berproduksi sepanjang waktu, ketika teknologi 
meningkat, maka efisiensi tenaga kerja juga akan 
meningkat karena pengetahuan masyarakat tentang 
metode-metode produksi juga semakin berkembang. 
Model Solow tentang pertumbuhan populasi telah 
mengkaitkan dengan kemajuan teknologi dan 
akumulasi kapital. Tingkat pertumbuhan populasi 
adalah salah satu determinan jangka panjang dari 
standar kehidupan (Mankiw, 2007). Semakin tinggi 
 
 




tingkat pertumbuhan populasi, semakin rendah 
tingkat output dan tingkat modal per pekerja. Teori 
ini melihat sisi lain dari efek pertumbuhan populasi. 
Demikian pula dengan studi Barnett dan Morse, 
dikemukakan bahwa teori Malthus mengenai 
meningkatnya kelangkaan sumberdaya alam tidak 
dapat diterima, kecuali dalam hal yang sangat 
terbatas atau tertutup. Penelitian Barnett dan Morse 
dalam Suparmoko (2012), menyatakan bahwa ada 
beberapa alasan mengapa sumberdaya alam tidak 
menjadi semakin langka ialah: 
a. Adanya barang substitusi sumberdaya alam 
yang terus menerus diambil dan semakin 
sedikit jumlahnya dengan sumberdaya alam 
yang masih berlimpah adanya. Contohnya biji-
bijian menggantikan daging.  
b. Adanya peningkatan dalam impor mineral dan 
metal dari negara lain. Dengan adanya 
perbaikan di bidang transportasi telah 
memungkinkan daerah-daerah yang jauh dari 
lokasi sumberdaya alam mampu bersaing 
secara ekonomis. 
c. Adanya peningkatan pengetahuan teknik yang 
berguna bagi eksplorasi, pengambilan dan 
pengangkutan sumberdaya alam, sehingga 
 
 




produksi dapat bersifat besar-besaran dan 
biaya produksi persatuan dapat ditekan. 
d. Melalui teknologi, kemungkinan sumberdaya 
alam dapat digunakan berulang kali (reuse) 
dengan pengolahan kembali limbah atau daur 
ulang (recycle). 
Barnett dan Morse juga menyatakan bahwa setiap 
generasi selalu meninggalkan warisan untuk 
generasi berikutnya yaitu keadaan tersedianya 
sumberdaya alam dengan kemampuan produksi 
yang semakin baik. Hal ini dihasilkan oleh adanya 
akumulasi pengetahuan, kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semuanya dapat 
mengimbangi peningkatan biaya produksi karena 
semakin berkurangnya sumberdaya alam. 
Ketimpangan antara pertumbuhan penduduk 
dengan sumber daya alam, semakin mendapat 
perhatian setelah adanya isu global limits to growth, 
sebagai hasil penelitian dari kelompok MIT 
(Massachusetts Institut of Technology) yaitu suatu 
kelompok kerja dari Roma. Inti dari isu tersebut 
dipublikasi dalam buku yang berjudul “The Limits to 
Growth A Report for The Club of Rome’s Project on the 
Predicament of Mankind” yang terbit pada tahun 
1972, pada prinsipnya menyatakan bahwa jika 
kecenderungan pembangunan yang dilakukan oleh 
umat manusia terus terjadi seperti masa lampau, 
 
 




maka pertumbuhan bumi ini akan melampaui batas-
batas kemampuan. Hal ini akan menimbulkan 
bencana dalam beberapa generasi mendatang. 
(Suparmoko: 2012). 
Pemikiran tersebut sejalan dengan asumsi Malthus 
yang menyatakan bahwa penduduk tumbuh 
menurut deret ukur sementara pangan tumbuh 
secara deret hitung. Perbedaannya adalah, analisis 
yang digunakan lebih tajam dan luas serta 
dilengkapi data dan model analisis yang disebut 
sebagai “model dunia”. Model dunia tersebut meneliti 
lima kecenderungan utama yang dihadapi dunia 
yaitu (a) industrialisasi yang makin cepat; (b) 
pertumbuhan penduduk yang makin cepat; (c) 
kekurangan gizi yang merajalela; (d) makin susutnya 
unrenewable resources, dan; (e) lingkungan hidup 
yang makin rusak (Meadows, 1982 dalam 
Suparmoko, 2012). 
Kekhawatiran kelompok Roma berdasarkan 
keterkaitan antara sumber daya alam sebagai input 
faktor produksi pada sektor industri, pertanian 
maupun jasa. Semua kegiatan dalam ketiga sektor 
tersebut menghasilkan output berupa barang 
maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
Sehingga, semakin tinggi pertumbuhan penduduk 
maka semakin banyak pula barang dan jasa yang 
harus disediakan dan semakin tinggi pula polusi 
 
 




yang dihasilkan. Kegelisahan dan prediksi yang 
dikemukakan oleh kelompok Roma adalah kemajuan 
teknologi dapat mengakibatkan kerusakan ekologi 
apabila terdapat perilaku negatif dari pelaku 
ekonomi dalam mengeksploitasi sumber daya alam 
(Meadows, 1982 dalam Suparmoko, 2012) 
Terdapat perbedaan mendasar dalam pandangan 
kaum pecinta lingkungan dengan pendukung 
pertumbuhan ekonomi dalam mengkaji dampak 
kemajuan teknologi dan penggunaan sumber daya 
alam terhadap pertumbuhan ekonomi. Para pecinta 
lingkungan berpendapat bahwa satu-satunya jalan 
untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran 
dengan menekan laju pertumbuhan ekonomi. 
Sementara, para pendukung pertumbuhan ekonomi 
berpendapat bahwa diperlukan investasi dan 
perkembangan teknologi untuk memecahkan 
masalah lingkungan dan mencapai pertumbuhan 
ekonomi yang diharapkan. 
Perbedaan pandangan antara para pencinta 
lingkungan dan pendukung pertumbuhan ekonomi, 
telah melahirkan suatu solusi dari para pemikir 
ekonomi dalam menyikapi realita keterbatasan 
sumber daya alam, kemajuan teknologi serta 
semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang 
disertai peningkatan kebutuhan barang dan jasa 
untuk produksi maupun konsumsi. Para ahli ilmu 
 
 




ekonomi memberlakukan istilah “berkelanjutan" 
(sustainable) dalam upaya memperjelas hakekat 
keseimbangan pembangunan yang paling 
diinginkan, yakni pertumbuhan ekonomi di satu sisi 
dan pelestarian lingkungan hidup atau sumberdaya 
alam di sisi lain. Konsep sustainable development 
mengacu pada pemenuhan generasi sekarang tanpa 
merugikan kebutuhan generasi mendatang. 
Pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan 
kualitas kehidupan umat manusia secara 
keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas 
lingkungan hidup yang ada pada saat ini. Oleh 
karena itu para perencana pembangunan harus 
melibatkan perhitungan lingkungan dalam 
perumusan kebijakan-kebijakan mereka. (Hartati, 
2007). 
Relevansi pemikiran-pemikiran ekonomi yang telah 
dijelaskan tersebut dengan perilaku pengusaha 
sutera yang berwawasan lingkungan adalah efisiensi 
dalam penggunaan sumber daya melalui prinsip-
prinsip teknologi produksi bersih yang 
memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam 
dan lingkungan. Selain itu, penggunaan bahan-
bahan produksi yang tidak berbahaya bagi 
keberlanjutan lingkungan seperti penggunaan zat 
pewarna alami akan mendukung produksi sutera 





Literasi Lingkungan, Literasi 
Ekologi, dan Ecoliteracy 
A. Konsep Literasi di Era Revolusi Industri 4.0: 
Munculnya Berbagai Literasi Baru 
Di era modern dan revolusi industri 4.0 seperti saat 
ini, pendidikan dalam segala bidang, baik formal, 
informal, maupun nonformal merupakan suatu 
tuntutan bagi pembentukan sumber daya manusia 
yang berkualitas. Meskipun hubungan yang tepat 
antara industrialisasi dan kebangkitan pendidikan 
publik sulit untuk dibangun, namun terdapat 
korelasi yang kuat diantara keduanya (Carl, 2009). 
Peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat 
selama era industrialisasi memungkinkan 
pengeluaran publik yang lebih besar untuk 
kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam bentuk 
sekolah dan sumber daya dalam pembelajaran.  
Literasi dasar seperti membaca, menulis, dan 
berhitung, dipandang sangat penting untuk 
mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat 
memahami instruksi dasar, seperti terlibat dalam 
komunikasi baik lisan maupun tulisan, dan 
melakukan pekerjaan sederhana, sehingga 
 
 




menciptakan sumber daya munusia terampil. Selain 
hal tersebut, pendidikan yang berkualitas akan 
menciptakan rasa persatuan dan kemajuan bagi 
suatu negara (Carl, 2009). 
Literasi dasar seperti membaca dan menulis 
merupakan salah satu aspek dasar yabg penting. 
Pada zaman lampau, ketidakmampuan terhadap 
literasi ini merupakan penyakit sosial dan harus 
diberantas untuk kepentingan masyarakat secara 
keseluruhan. 
Terdapat beberapa definisi umum tentang literasi. 
Definisi tersebut antara lain (1) kemampuan 
membaca dan menulis, dan (2) pengetahuan atau 
kemampuan dalam bidang tertentu. Pemahaman 
dan penerapan literasi yang lebih luas saat ini pada 
dasarnya muncul dari interpretasi yang terakhir. 
Dalam bidang ilmu kognitif, literasi telah 
direkonseptualisasikan sebagai alat untuk 
konstruksi pengetahuan yaitu, menggunakan 
penalaran atau pemecahan masalah untuk 
memperoleh pengetahuan baru (Michaels & 
O'Connor, 1990).  
Dalam perspektif tersebut, literasi melibatkan peran 
pendidikan dalam meningkatkan kemampuan 
individu untuk mencapai tujuan mereka, untuk 
mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, 
 
 




dan untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas 
mereka serta masyarakat yang lebih luas. 
Dari definisi tersebut, terlihat konsep literasi telah 
berkembang pesat dari definisi awal yang hanya 
sebatas konsep kemampuan membaca dan menulis. 
Dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam 
era revolusi industri 4.0, ekspektasi untuk 
masyarakat maupun individu yang melek huruf 
telah diperluas cakupannya menjadi kemampuan 
untuk memahami, membuat keputusan yang tepat, 
dan bertindak sehubungan dengan topik dan 
masalah kompleks yang dihadapi masyarakat di era 
revolusi industri 4.0. Istilah literasi juga telah 
diperluas untuk merujuk pada pengetahuan dan 
kemampuan dalam berbagai wacana yang berbeda 
(misalnya, literasi ekonomi, literasi data, literasi 
digital, literasi komputer, literasi matematika, 
literasi budaya, literasi seni, dan literasi-literasu 
lainnya). Salah satu definisi tambahan literasi yang 
muncul dalam kaitan antara pendidikan, ekonomi, 
dan lingkungan adalah literasi lingkungan, literasi 
ekologi, dan ekoliterasi. Konsep literasi lingkungan, 
literasi ekologi, dan ekoliterasi akan dibahas secara 
lebih spesifik pada bagian selanjutnya. 
 
 




B. Literasi Lingkungan, Literasi Ekologi, dan 
Ekoliterasi 
Beberapa ahli berpendapat bahwa istilah literasi 
lingkungan maupun literasi ekologi telah digunakan 
dalam banyak perspektif, namun definisi tersebut 
sangat bergunan untuk dikaji dalam konteks 
keterkaitan antara pendidikan, ekonomi, dan 
lingkungan (Payne, 2006). Keterkaitan tersebut 
menghasilkan istilah ekoliterasi.  
Meskipun penggunaan istilah-istilah ini tersebar 
luas, berbagai upaya telah dilakukan untuk 
menetapkan definisi dan mengidentifikasi komponen 
kunci dari literasi lingkungan, literasi ekologi, dan 
ekoliterasi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 
melihat komponen penting dari literasi lingkungan, 
literasi ekologi, dan ekoliterasi dalam bidang 
pendidikan, ekonomi, lingkungan dan humaniora 
yang lebih luas. 
Pada bagian ini istilah literasi lingkungan 
dipaparkan dalam keterkaitannya dengan bidang 
pendidikan dan ekonomi. Telah Banyak ulasan 
ilmiah yang telah menyoroti fakta bahwa hubungan 
antara manusia dan lingkungan serta adanya peran 
pendidikan dalam pendidikan berbasis lingkungan 
terus dikembangkan, baik dalam perspektif teoritis, 
pedagogis, dan penelitian sebagai dampak dari 
adanya proses industrialisasi (Smyth, 2006). 
 
 




Meskipun awalnya berfokus pada peningkatan 
kesadaran publik tentang kerusakan lingkungan 
yang disebabkan oleh manusia dalam proses 
industrialisasi, terutama dalam hal pencemaran, 
pendidikan ekonomi dengan perspektif lingkungan 
telah berkembang menjadi aspek pedagogis yang 
kaya, kompleks dan luas, yang mencakup banyak 
arus intervensi yang berbeda, masing-masing 
dengan tujuan yang berbeda, pendekatan 
pembelajaran, dan strategi. 
Tujuan dari pendidikan ekonomi, baik formal, 
informal, maupun nonformal yang berkesadaran 
lingkungan adalah untuk mengembangkan 
masyarakat yang sadar dan peduli lingkungan dan 
memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, 
motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara 
individu dan kolektif menuju solusi atas masalah 
lingkungan yang merupakan salah satu dampak 
dalam pembangunan di era industrialisasi.  
Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan 
pendidikan ekonomi yang berkesadaran lingkungan 
adalah untuk (1) mendorong kesadaran yang jelas, 
dan perhatian tentang ekonomi, sosial, politik dan 
ekologi yang memiliki saling ketergantungan, baik di 
daerah perkotaan maupun pedesaan; (2) 
memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk 
memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, 
 
 




dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 
melindungi dan meningkatkan kualitas  lingkungan 
hidupnya; dan (3) menciptakan pola perilaku 
ekonomi yang positif dari individu, kelompok, dan 
masyarakat secara keseluruhan terhadap 
lingkungan. 
Jika dikaitkan dengan proses pendidikan ekonomi, 
literasi lingkungan telah mengalami metamorfosis 
yang cukup lama. Tujuan utama yang menjadi faktor 
pendorongnya adalah untuk menciptakan kerangka 
kerja konseptual yang lengkap dan dapat diterapkan 
secara luas untuk literasi, yang memungkinkan 
pembentukan pedoman dan alat untuk menilai 
pencapaian pendidikan. Banyak upaya telah 
dilakukan di semua entitas ini untuk membangun 
kerangka konsensus untuk memandu pendidik di 
garis depan dalam menumbuhkan literasi 

























Gambar 8. Hubungan Pembentuk Literasi Ecological 
dengan Litasi Lainnya (Carol & Brewer, 2004) 
Secara umum terdapat tujuh komponen utama ini 
berfungsi sebagai dasar untuk struktur pedoman 
pembelajaran dalam membentuk literasi lingkungan, 
yang meliputi: (1) dampak, (2) pengetahuan ekologi, 
(3) pengetahuan sosial-politik, (4) pengetahuan 
terhadap masalah lingkungan, (5) keterampilan 
kognitif, (6) perilaku bertanggung jawab terhadap 
lingkungan dan (7) faktor penentu perilaku 
bertanggung jawab terhadap lingkungan (Simmons, 
1995). 
Ketika dipertimbangkan secara kolektif, kerangka 
kerja untuk literasi ekologi memang mendukung 
 
 




pandangan yang sangat berbeda dari literasi 
lingkungan. Secara khusus, kerangka kerja yang 
diusulkan oleh Berkowitz et al., (2005) menunjukkan 
bahwa literasi ekologi adalah bagian dari literasi 
lingkungan; yaitu, literasi lingkungan pada dasarnya 
merupakan campuran dari literasi ekologi dan 
literasi kewarganegaraan. Tiga komponen literasi 
ekologi tersebut meliputi: (1) pengetahuan tentang 
lima sistem ekologi utama (lingkungan ekologis 
seseorang, dasar ekologis keberadaan manusia, 
sistem ekologi yang menopang manusia, dampak 
manusia pada dunia sebagai ekosistem, sistem 
genetik/evolusi dan bagaimana manusia 
mempengaruhi mereka, (2) perangkat berpikir 
ekologis (pemikiran ilmiah, pemikiran sistem, 
pemikiran lintas disiplin, pemikiran temporal, 
pemikiran spasial, pemikiran kuantitatif, pemikiran 
kreatif dan empati), dan (3) pemahaman tentang 
hakikat ilmu ekologi dan hubungannya dengan 
masyarakat. 
Selanjutnya, ideologi pembangunan berkelanjutan, 
yang menjadi inti dari konseptualisasi ekoliterasi 
tentang literasi lingkungan/ekologi, menjadi populer 
untuk mengatasi meningkatnya keprihatinan 
tentang percepatan kerusakan lingkungan manusia 
dan sumber daya alam dan konsekuensi dari 
 
 




kerusakan tersebut bagi pembangunan ekonomi dan 
sosial.  
Capra (1997) menciptakan istilah ekoliterasi, yang 
didefinisikan sebagai pemahaman tentang prinsip-
prinsip organisasi ekosistem dan penerapan prinsip-
prinsip tersebut untuk menciptakan komunitas dan 
masyarakat manusia yang berkelanjutan. Ide untuk 
menggunakan sumber daya sedemikian rupa untuk 
memastikan ketersediaan di masa depan merupakan 
elemen penting dari ekoliterasi.  
Kerangka kerja ekoliterasi menunjukkan tingkat 
kemiripan yang tinggi dengan kerangka kerja literasi 
lingkungan, di mana kedua rangkaian tersebut 
mencakup komponen afektif, pengetahuan, 
keterampilan kognitif, dan perilaku yang serupa. 
Namun, yang paling membedakan antara ekoliterasi 
dan literasi lingkungan adalah penekanan yang jelas 
pada keberlanjutan, dan pengenalan komponen 
spiritual holistik. Ekoliterasi dipersiapkan untuk 
menjadi literasi bagi masyarakat tentang 
pembangunan berkelanjutan yang efektif, dengan 
kemampuan kognitif, hati, dan jiwa yang 
menyeluruh, yang terdiri dari pemahaman organik 
tentang dunia dan tindakan partisipatif dalam upaya 










Sikap dan Perilaku Ekonomi 
Berwawasan Lingkungan 
erilaku manusia yang sadar lingkungan dalam 
melakukan aktivitas ekonominya, baik dalam 
kegiatan konsumsi, produksi maupun distribusi, dapat 
diwujudkan melalui pendidikan ekonomi. Pendidikan 
ekonomi sangat fundamental untuk mengubah perilaku 
ekonomi manusia pada tataran yang lebih baik dengan 
memiliki kepedulian sosial dan lingkungan.  
Wahjoedi (2014) mengemukakan bahwa perilaku ekonomi 
diarahkan untuk harus menghormati dan menjaga 
keseimbangan alam dan lingkungan, kembali ke alam, 
jangan merusak alam. Nilai-nilai lingkungan telah 
menjadi trend kebutuhan international, karena itu secara 
nasional tindakan ekonomi harus nyata. Implikasinya 
dalam pendidikan ekonomi adalah wawasan lingkungan 
harus masuk ke dalam kajian teoritik maupun 
implementatif melalui proses pembelajaran ekonomi di 










A. Pengetahuan dan Sikap Peduli Lingkungan 
Permasalahan lingkungan pada dasarnya timbul 
akibat perilaku manusia yang dalam aktivitasnya 
tidak memperdulikan keseimbangan dan 
keselarasan lingkungan. Manusia yang selalu 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya akan melampaui kemampuan 
lingkungan dalam mendukung perikehidupan. 
Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan 
menyebabkan terganggunya keseimbangan dan 
keserasian lingkungan. Tidak jarang terjadi manusia 
yang melakukan tindakan over eksploitasi didorong 
oleh motivasi untuk mencari keuntungan materi.  
Menurut pandangan holistik, antara manusia di satu 
pihak dengan lingkungan hidup di pihak lain 
terintegrasi sebagai satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan. Manusia tak dapat hidup tanpa 
lingkungan karena segala kebutuhan manusia 
tersedia dan diambil dari lingkungan hidupnya. 
Jalinan manusia dengan lingkungan hidupnya 
demikian erat dan merupakan hubungan yang 
bersifat fungsional. Manusia harus memelihara dan 
menjaga lingkungannya. Sementara itu lingkungan 
berfungsi sebagai penyedia kebutuhan manusia dan 
memberi kesenangan pada manusia (Malik, 2006). 
Munculnya berbagai permasalahan lingkungan 
disebabkan oleh empat faktor, yaitu (1) sikap dan 
 
 




perilaku; (2) jumlah penduduk yang semakin 
meningkat dengan persebaran tidak merata; (3) 
globalisasi; dan (4) desentralisasi. Keempat faktor 
tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain 
karena pada dasarnya semuanya berpangkal pada 
sikap dan tingkah laku manusia yang bersumber 
pada persepsi yang ada pada diri mereka (Yuwono, 
2006). 
Perilaku masyarakat peduli lingkungan tidak 
terlepas dari tingkat pengetahuan dan sikap tentang 
berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan. 
Pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal secara 
tidak langsung akan berpengaruh terhadap sikap 
atau tingkah lakunya. Menurut Fishbein dan Ajzen 
(1975) dalam Kutanegara (2014), mengemukakan 
bahwa pengetahuan menjadi dasar pembentukan 
keyakinan serta keyakinan menjadi bahan 
pertimbangan untuk menentukan sikap sedangkan 
pengetahuan adalah kumpulan informasi yang 
terekam dalam diri seseorang.  
Sikap kepedulian terhadap lingkungan hidup tidak 
hanya ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki. 
Tidak sedikit pula orang yang memiliki pengetahuan, 
tetapi masih bersikap tidak ramah lingkungan. 
Disadari bahwa pengetahuan yang dimiliki 
merupakan modal dasar individu untuk berperilaku 
lebih peduli pada lingkungan hidup. Seorang 
 
 




individu dapat memiliki persepsi yang berbeda 
terhadap objek yang sama (Kotler, 2002). Kombinasi 
persepsi dan pengetahuan, karakteristik produk, 
dan karakteristik lingkungan sangat menentukan 
derajat kesukaan (preferensi) seseorang terhadap 
suatu produk.   Perilaku masyarakat 
yang peduli terhadap lingkungan juga erat kaitannya 
dengan persepsi dan sikap. Persepsi yang salah dan 
sikap yang kurang tepat dapat memunculkan 
pemikiran yang kurang tepat pula tentang 
lingkungan hidup. Menurut Gerungan (1991), sikap 
adalah sesuatu kecenderungan untuk bereaksi 
secara positif atau secara negatif terhadap suatu 
objek, apakah objek itu baik atau tidak. Komponen 
sikap meliputi unsur kognitif, afektif, dan konatif. 
Komponen kognitif menggambarkan kepercayaan 
atau keyakinan terhadap kenyataan dan informasi 
tentang objek sikap. Komponen afektif 
menggambarkan reaksi emosional terhadap objek 
sikap sedangkan komponen konatif menggambarkan 
kecenderungan bertindak untuk mendekati atau 
menjauhi objek sikap. Berdasarkan teori dari 
Assael (1992) dalam Kutanegara, (2014), 
pembentukan sikap seseorang dipengaruhi oleh 
adanya informasi dan pengalaman yang diterima 
oleh seseorang. Adanya pengalaman dan informasi 
baru yang diterima seseorang akan membentuk 
sikap terhadap suatu objek tertentu sesuai dengan 
 
 




pengalaman dan informasi yang diperolehnya. Sikap 
seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan 
mendukung maupun perasaan tidak mendukung 
pada objek tersebut (Azwar, 2011). Pendapat lainnya 
dikemukakan oleh Krech, et al. (1962) dalam 
Wardani (2013), bahwa Komponen sikap adalah 
keyakinan evaluatif yang melibatkan atribut dari 
menguntungkan atau tidak menguntungkan, 
diinginkan atau tidak diinginkan serta kualitas baik 
atau buruk terhadap objek. 
Sikap terbentuk dari adanya interaksi sosial yang 
dialami oleh individu. Dalam interaksi sosial terjadi 
hubungan yang saling mempengaruhi di antara 
individu yang satu dengan lainnya, terjadi hubungan 
timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku 
masing-masing individu sebagai anggota 
masyarakat. Beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi pembentukan sikap adalah 
pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang 
dianggap penting, media massa, lembaga 
pendidikan, lembaga agama serta faktor emosi dalam 
diri individu. (Azwar, 2011). 
Berdasarkan beberapa pengertian yang telah 
dikemukakan, maka kaitannya dengan pengelolaan 
usaha sutera yang berwawasan lingkungan bahwa 
pemahaman dan sikap yang arif lingkungan akan 
memberikan perubahan perilaku terhadap 
 
 




pengusaha sutera dalam mengelola usaha sutera 
dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, 
dan lingkungan sehingga keberlanjutan lingkungan 
dan usaha industri persuteraan dalam jangka 
panjang dapat terwujud. 
B. Perilaku Ekonomi Produsen dalam 
Pembangunan Berkelanjutan 
Masalah ekonomi timbul karena terdapat 
kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas 
kebutuhan. Terjadinya kelangkaan sumber daya 
untuk memenuhi kebutuhan, menyebabkan 
produsen harus menghadapi pilihan dalam 
menggunakan sumberdaya. Kondisi tersebut 
mengawali pertanyaan-pertanyaan mendasar 
tentang; apa yang akan diproduksi?, bagaimana cara 
memproduksi?, kapan diproduksi?, di mana 
diproduksi?, dan seberapa besar produksi?.  
Dalam aktivitas produktif, yang ditandai dengan 
adanya peningkatan teknologi dan pengetahuan 
manusia serta kesadaran perlunya menjaga 
lingkungan maka produsen akan mengahadapi 
pertanyaan ekonomi yaitu: apakah dampak yang 
ditimbulkan dari kegiatan produksi?, seberapa besar 
biaya eksternal yang ditanggung masyarakat akibat 
pencemaran limbah produksi?, dan bagaimana 
meminimalkan eksternalitas negatif yang 
ditimbulkan dari kegiatan produksi?. 
 
 




Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pelaku 
usaha perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan agar pembangunan yang 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat 
terlaksana. Oleh karena itu dalam proses produksi, 
memerlukan perubahan dalam pola pikir, sikap dan 
tingkah laku produsen dengan menerapkan upaya 
pencegahan pencemaran sehingga sumberdaya alam 
dapat terlindungi dan kualitas lingkungan dapat 
ditingkatkan.  
Azis, (2011:24) menyatakan bahwa pembangunan 
berkelanjutan membutuhkan perubahan 
fundamental dari paradigma pembangunan 
konvensional. Pembangunan berkelanjutan akan 
terwujud apabila pelaku usaha mampu mengubah 
pola pikirnya dalam mengelola usahanya dari jangka 
pendek menjadi jangka Panjang. Apabila pelaku 
ekonomi menggunakan sumber daya alam secara 
efisien, maka kondisi lingkungan hidup akan lebih 
terjaga dan sekaligus merupakan penghematan 
secara ekonomis, (Todaro, 2006). Dalam hal ini 
prinsip rasionalitas dalam melakukan aktivitas 
produksi mutlak diperlukan karena berbagai bentuk 
persoalan ekonomi dan tindakan manusia lainnya 
tidak terlepas dari peran individu sebagai 
penggeraknya. Individu sebagai makhluk rasional 
 
 




diharapkan akan mengambil keputusan-keputusan 
yang bertanggung jawab.   
Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 
dapat dilakukan melalui kerjasama dan komitmen 
oleh pelaku ekonomi baik pemerintah, swasta dan 
masyarakat. Pembangunan berkelanjutan 
membutuhkan sentuhan tiga stakeholder yang 
dikenal dengan istilah triple helix, yaitu pengusaha, 
perguruan tinggi dan pemerintah daerah, dalam 
sebuah networking yang holistik, kongkrit dan 
berkesinambungan. Sinergi antara pengusaha, 
pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat 
ditunjukkan pada gambar 8 berikut. 
Gambar 8. Triple Helix dalam Penguatan Produk Lokal 
(Witjaksono, 2014) 
Model triple helix akan menguntungkan bagi semua 
pihak, di mana masing-masing pihak: (a) memiliki 
posisi dan peran yang sama, (b) saling tergantung 
untuk mencapai keuntungann bersama, dan (c) 
 
 




hasilnya berdampak pada peningkatan kapasitas 
semua pihak. Model triple helix berperan penting 
dan memiliki posisi yang strategis untuk 
memperkuat usaha kecil dan menengah dengan 
fokus pada penguatan produk lokal. (Witjaksono, 
2014). 
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pengelolaan 
usaha sutera yang berkelanjutan, maka pengusaha 
sutera perlu membangun networking yang kongkrit 
dan berkesinambungan dengan pemerintah daerah 
setempat, sesama pengusaha sutera dan perguruan 
tinggi, untuk memperkuat produk lokal sutera di 
masa kini dan masa mendatang dengan 
memperhatikan tiga dimensi keberlanjutan yaitu 
dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. 
C. Produksi Bersih (Cleaner Production) 
Kegagalan strategi konvensional dalam pengelolaan 
limbah melalui model end of pipe treatment 
menggugah pemikiran baru dalam pengelolaan 
limbah. Salah satu solusinya adalah produksi 
bersih. Konsep yang diperkenalkan UNEP pada 
1989/1990 tersebut telah tertuang dalam UU RI No. 
32 tahun 2009 tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  
Pelaksanaan produksi bersih juga tercantum di 
dalam dokumen ISO 14001. UNEP (2001) 
 
 




memberikan definisi produksi bersih (cleaner 
production) sebagai strategi pengelolaan lingkungan 
yang bersifat preventif atau pencegahan dan terpadu 
yang perlu diterapkan secara terus menerus pada 
proses produksi dan daur hidup produk dengan 
tujuan mengurangi resiko terhadap manusia dan 
lingkungan  
Produksi bersih berfokus pada usaha pencegahan 
terbentuknya limbah yang merupakan salah satu 
indikator inefisiensi. Usaha pencegahan dimulai 
sejak awal proses produksi dengan mengurangi 
terbentuknya limbah serta pemanfaatan limbah 
yang terbentuk melalui daur ulang. Keberhasilan 
proses ini akan menghasilkan   penghematan yang 
besar karena   penurunan   biaya produksi yang 
signifikan sehingga dapat menjadi sumber 
pendapatan (Djajadiningrat, 2011).  
Beberapa kata kunci yang perlu dicermati dalam 
produksi bersih adalah pencegahan, terpadu, terus-
menerus dan mengurangi resiko. Strategi produksi 
bersih menekankan pada upaya pengelolaan 
lingkungan secara terus menerus. Keberhasilan atau 
pencapaian target pengelolaan lingkungan bukan 
merupakan akhir suatu upaya melainkan menjadi 
input bagi siklus upaya pengelolaan lingkungan 
berikutnya. Mengurangi resiko dalam produksi 
bersih dimaksudkan dalam arti resiko keamanan, 
 
 




kesehatan, manusia dan lingkungan serta hilangnya 
sumberdaya alam dan biaya perbaikan atau 
pemulihan (UNIDO, 2002).  
Produksi bersih diperlukan sebagai suatu strategi 
untuk mengharmonisasikan upaya perlindungan 
lingkungan dengan kegiatan pembangunan atau 
pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya 
pencemaran lingkungan, memelihara dan 
memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka 
panjang, mencegah atau memperlambat terjadinya 
proses degradasi lingkungan dan memanfaatkan 
sumberdaya alam melalui penerapan daur ulang 
limbah.   
 Beberapa teknik pelaksanaan produksi bersih 
(UNIDO, 2002) meliputi:  
1. Eliminasi, yaitu strategi pengurangan limbah 
secara total dan bila perlu tidak mengeluarkan 
limbah sama sekali (zero discharge). 
2. Pencegahan, yaitu strategi pengurangan limbah 
dengan menjaga agar limbah tidak terbentuk 
pada tahap awal. Pencegahan limbah dapat 
dilakukan melalui: 
• Perubahan produk meliputi substitusi 
produk, konservasi produk, atau 
perubahan komposisi produk. 
 
 




• Perubahan material input untuk 
mengurangi atau menghilangkan bahan 
berbahaya dan beracun yang masuk atau 
digunakan dalam proses produksi. 
• Volume buangan diperkecil dengan cara 
pemisahan limbah antara beracun dan 
tidak beracun dan menkonsentrasikan 
limbah pada umumnya untuk 
menghilangkan sejumlah komponen, 
misalnya dengan cara pengendapan atau 
penyaringan. Komponen yang terpisah 
dapat digunakan kembali. 
• Perubahan teknologi, mencakup 
modifikasi proses dan peralatan. 
• Penerapan operasi yang baik (good house 
keeping), mencakup tindakan prosedural, 
administratif atau institusional yang 
dapat digunakan perusahaan untuk 
mengurangi terbentuknya limbah. 
Penerapan operasi melibatkan unsur-
unsur yaitu pengawasan terhadap 
prosedur, praktek manajemen, dan 
perbaikan penanganan material. 
3. Daur Ulang, yaitu penggunaan kembali limbah 
dalam berbagai bentuk (recycle) di antaranya: 
dikembalikan lagi ke proses semula, bahan 
 
 




baku pengganti untuk proses produksi lain, 
dipisahkan untuk diambil kembali bagian yang 
bermanfaat, dan diolah kembali sebagai produk 
samping (reuse).  
4. Pembuangan, yaitu strategi terakhir yang perlu 
dipertimbangkan adalah metode-metode 
pembuangan alternatif. Pembuangan llimbah 
yang tepat merupakan suatu komponen 
penting dari keseluruhan program manajemen 
lingkungan. 
Teknik pelaksanaan produksi bersih ditunjukkan 
pada gambar 9 berikut. 
Gambar 9. Teknik Pelaksanaan Produksi Bersih  
Sumber: http://www.unido.org, diakses 9 Oktober 2014 
Produksi bersih juga diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi bahan baku dan 
meningkatkan keuntungan. Resource Efficient and 
Cleaner Production (RECP) menjadi dasar dari tiga 
dimensi keberlanjutan baik secara sendiri-sendiri 
 
 




maupun secara sinergi meliputi efisiensi produksi, 
manajemen lingkungan dan pembangunan manusia. 
a. Efisiensi produksi yaitu optimalisasi 
penggunaan secara produktif dari sumber-
sumber alam (bahan baku, energi, dan air). 
b. Manajemen lingkungan, yaitu minimisasi 
dampak lingkungan dan alam melalui 
pengurangan limbah dan emisi. 
c. Pembangunan manusia, yaitu minimisasi 
resiko terhadap penduduk dan komunitas dan 
menunjang pembangunan. 
Keuntungan yang diperoleh dari model RECP adalah 
peningkatan dalam efisiensi penggunaan bahan 
baku dan energi. Selain itu yang sangat penting 
adalah meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan 
peningkatan daya saing. Pada waktu yang sama, 
melalui efisiensi yang lebih tinggi, perusahaan dapat 
menurunkan jumlah polusi dan limbah yang 
dihasilkannya yang berarti menurunkan dampak 
terhadap lingkungan. Hal ini juga berarti terjadi 
penurunan resiko dari industri terhadap tenaga 
kerja, masyarakat dan konsumen. Konsep ini juga 
dikenal dengan eko-efisiensi (EE).  
Eko-efisiensi merupakan "Rasio nilai tambah yang 
diperoleh dari sisi ekonomi (monetary) dengan nilai 
tambah yang diperoleh dari sisi fisik (ecological)". 
 
 




Eko-efisiensi merupakan strategi yang 
menggabungkan konsep efisiensi ekonomi 
berdasarkan prinsip efisiensi penggunaan sumber 
daya alam. Eko-efisiensi dapat diartikan sebagai 
suatu strategi yang menghasilkan suatu produk 
dengan kinerja yang lebih baik, dengan 
menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam. 
Dalam bisnis, eko-efisiensi dapat dikatakan sebagai 
strategi bisnis yang mempunyai nilai lebih karena 
bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan 
per unit yang diproduksi dan dikonsumsi.  
Tiga dimensi keberlanjutan dalam pelaksanaan 
produksi bersih dapat ditunjukkan pada gambar 10 
berikut. 
Gambar 10. Dampak Resource Efficient  
and Cleaner Production 








D. Pemasaran Hijau (Green Marketing) 
Pemasaran yang berbasis pada kelestarian 
lingkungan “environmental marketing” merupakan 
perkembangan baru dalam bidang pemasaran, dan 
merupakan suatu peluang yang potensial dan 
strategis yang memiliki keuntungan ganda (multiplier 
effect) baik pelaku bisnis maupun masyarakat 
sebagai pengguna. Kesadaran masyarakat yang 
semakin meningkat akan pentingnya menjaga 
kualitas dan keberlanjutan lingkungan serta 
standarisasi produk mendorong pelaku usaha untuk 
memproduksi produk yang ramah lingkungan. 
Bahan-bahan yang dimaksud tidak hanya bahan 
baku produk melainkan juga proses produksi serta 
kemasan produk. Konsep pemasaran produk yang 
menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak 
lingkungan hidup disebut pemasaran hijau (green 
marketing), (Situmorang, 2011:36). 
Pride dan Ferrell dalam (Manongko, 2011) 
mengatakan bahwa green marketing dideskripsikan 
sebagai usaha organisasi atau perusahaan 
mendesain, promosi, harga dan distribusi produk-
produk yang tidak merugikan lingkungan. 
Pemasaran hijau terdiri dari semua kegiatan yang 
dirancang untuk menghasilkan dan memfasilitasi 
setiap pertukaran mtuk memenuhi kebutuhan 
manusia dengan meminimalkan dampak kerugian 
 
 




pada lingkungan alam (Polonsky, 1994:3). 
Kepedulian pada lingkungan diintegrasikan pada 
strategi, kebijakan dan proses pada organisasi. Hal 
ini menuntun pengaruh aktivitas pemasaran pada 
lingkungan alam, juga mendorong praktek yang 
menghilangkan dan meminimalisasi efek yang 
merugikan. Filosofi dari pembangunan yang 
berkelanjutan menyediakan dorongan nilai (value 
driven) pada green marketing dengan menekankan 
bahwa perlindungan lingkungan bukan berarti 
menghilangkan kesejahteraan ekonomi, tetapi 
sebaliknya mendorong pemikiran kembali tentang 
bagaimana mengkaitkan pemasaran dengan 
perlindungan lingkungan (Haryadi, 2009:12). 
Pendekatan green marketing pada area produk 
meningkatkan integrasi dari isu lingkungan pada 
seluruh aspek dari aktivitas perusahaan, mulai dari 
formulasi strategi, perencanaan, penyusunan 
sampai produksi dan penyaluran distribusi dengan 
pelanggan. Perusahaan harus menemukan solusi 
untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup 
melalui strategi pemasaran, produk, dan pasar agar 
mampu bersaing kompetitif. Hal ini meliputi: 
a. Teknologi baru untuk penanganan sampah, 
limbah dan polusi udara. 
b. Standarisasi produk untuk memastikan 
produk yang ramah lingkungan. 
 
 




c. Menyediakan produk yang benar-benar alami. 
d. Orientasi produk malalui konservasi sumber 
daya yang lebih memperhatikan kesehatan. 
Solusi tersebut semakin mempertegas peran 
perusahaan baik dalam memahami kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka mencapai 
keunggulan dalam pasar industri. Perusahaan juga 
dapat menggunakannya sebagai suatu kesempatan 
yang potensial untuk pengembangan produk atau 
pelayanan. Misalnya dengan menggunakannya pada 
merek produknya, diasumsikan bahwa perusahaan 
yang memasarkan produk-produknya dengan 
karakteristik lingkungan akan mempunyai suatu 
competitive advantage dibandingkan dengan 
perusahaan yang memasarkan tanpa tanggung 
jawab terhadap lingkungan, hal ini merupakan 
usaha untuk memuaskan kebutuhan konsumen. 
(Haryadi, 2009:10). 
Kebutuhan konsumen yang terpuaskan membuat 
sebagian konsumen membayar dengan harga lebih 
untuk produk-produk yang dinilai ramah 
lingkungan sebagai bentuk kepedulian mereka 
terhadap lingkungan. Konsumen yang sadar 
lingkungan selalu mempertimbangkan isu-isu 
ekologi ketika melakukan pembelian. Sebaliknya, 
konsumen yang tidak membayar dengan harga lebih 
untuk produk ramah lingkungan tidak 
 
 




mempertimbangkan permasalahan ekologi ketika 
membuat keputusan pembelian. (Junaedi, 
2005:192).  
E. Peran Pendidikan Informal dalam Untuk 
Sumber Daya Berwawasan Lingkungan 
Pendidikan informal untuk pengembangan 
berkelanjutan memegang peranan penting dalam 
membentuk karakter sumberdaya manusia sejak 
dini untuk menjadi pelaku usaha yang 
mempertimbangkan tiga dimensi yaitu 
kesinambungan ekonomi, keadilan sosial, serta 
kelestarian lingkungan secara simultan, seimbang, 
menuju pada pengelolaan usaha yang berkelanjutan 
untuk masa kini dan masa mendatang. Hasil 
penelitian Karyanto (2015) mengemukakan bahwa 
pemberian pengetahuan dan pembentukan 
kesadaran tentang perilaku yang arif lingkungan 
sangat efektif ketika dilakukan semenjak usia dini. 
Habituasi nilai-nilai lingkungan dalam keluarga 
merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 
menanamkan sifat arif lingkungan. 
Pendidikan ekonomi di luar persekolahan sangat 
penting dilakukan, khususnya di lingkungan 
keluarga. Pendidikan ekonomi di lingkungan 
keluarga, memiliki peran yang strategis dalam 
pengembangan sumberdaya manusia. Hal ini sesuai 
dengan temuan penelitian bahwa pendidikan 
 
 




ekonomi di lingkungan keluarga lebih terfokus pada 
pembentukan sikap maupun perilaku, lebih banyak 
menuntut proses pembiasaan, baik melalui 
penanaman kedisiplinan, maupun pemberian 
contoh dan keteladanan, (Wahyono, 2001).  
Pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga sangat 
berperan dalam menanamkan kesadaran kepada 
anak secara khusus dan masyarakat secara umum, 
untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan 
dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian melalui 
pendidikan ekonomi informal akan terbentuk 
pelaku-pelaku usaha yang “melek ekologi” dan 
memiliki perilaku yang bertanggung jawab untuk 
mengelola sumber daya dengan memperhatikan 
keberlanjutan lingkungan. Kelangsungan kehidupan 
akan sangat tergantung pada “kemelekan  ekologi” 
para pelaku usaha untuk mengubah strategi 
bisnisnya dalam  mendefinisi ulang kegiatan 
operasionalnya ke arah keberlanjutan, terutama 
sektor industri kecil dan menengah yang merupakan 
sektor kunci untuk pembangunan ekonomi 
berkelanjutan dan 
 Keluarga  adalah  unit  terkecil  dari  masyarakat  
yang  terdiri  atas  kepala keluarga dan beberapa 
orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di 
bawah suatu  atap  dalam  keadaan  saling  
ketergantungan.  Dalam  keluarga  terdapat  dua 
 
 




atau  lebih  dari  dua  pribadi  yang  tergabung  
karena  hubungan darah, hubungan perkawinan 
atau  pengangkatan,  di  hidupnya  dalam  satu  
rumah  tangga, berinteraksi  satu  sama  lain  dan  
di  dalam  perannya  masing-masing  dan 
menciptakan serta mempertahankan suatu 
kebudayaan (Sugeng, 2010).  
Keluarga adalah unit sosial terkecil yang 
memberikan fondasi primer bagi perkembnagan  
anak.  Sedang  lingkungan  sekitar  dan  sekolah  ikut  
memberikan nuansa pada perkembangan anak. 
Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan 
masyarakat  sekitar  memberikan  pengaruh  baik  
atau  buruknya  pertumbuhan kepribadian anak Hal 
ini disebabkan karena keluargalah merupakan 
lingkungan pertama yang berhubungan dengan 
kegiatan individu sejak lahir sampai dewasa. Dalam 
rentang kehidupan individu, keluarga mempunyai 
peranan penting terhadap seluruh aspek 
kepribadiannya (Kartono, 2002).  
Lingkungan  keluarga  merupakan lingkungan 
pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, 
karena dalam keluarga inilah  seorang  anak  
manusia  pertama   sekali  mendapatkan  pendidikan 
dan bimbingan.  Sebagian  besar  dari  kehidupan  
anak  dilaluinya  di  dalam  keluarga, sehingga 
pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak 
 
 




adalah dalam keluarga. Pengalaman  yang  diperoleh  
anak  melalui  pendidikan  dalam  keluarga  akan 
mempengaruhi perkembangan anak dalam proses 
pendidikan selanjutnya. Dengan demikian  dapat  
dikatakan  bahwa  orang  tua  merupakan  pendidik  
yang   pertama dan utama dalam pembentukan 
kepribadian seorang anak manusia. Dalam 
pendidikan informal, untuk membangun kecerdasan 
emosional anak, keluarga dipandang berperanan 
sentral dan strategis. Implementasi pencerdasan 
dapat diuji-cobakan secara terus menerus. Keluarga 
sebagai laboratorium pencerdasan emosional. Di 
dalam keluarga, pengembangan kecerdasan 
emosional sangat bergantung pada orang tua, sikap 
hidup dan perilaku hidup sehari-hari merupakan 
kriteria keterdidikan orang tua sebagai pimpinan 
(Wahy, 2012). 
Institusi pendidikan keluarga memiliki peran penting 
dalam menciptakan proses pembelajaran yang 
natural dan progresif, yaitu untuk mempersiapkan 
anak menjadi keluarga pada masa mendatang sesuai 
dengan tuntutan perubahan dan perkembangan 
zaman. Keluarga sebagai lembaga sosial terkecil 
berkembang menjadi lembaga ekonomi, psikologis, 
pendidikan, pembangunan sosial kemasyarakatan, 
dan pembangunan kehidupan beragama yang perlu 
dijalankannya dalam arah dan tujuan mencapai 
 
 




keluarga bahagia, tentram dan sejahtera (Rifai, MSS, 
2009).  
Wahyono (2001), mengemukakan bahwa proses 
pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga tidak 
terprogram dan terjadwal, sehingga 
berlangsungannya bisa terjadi setiap saat, dan 
mungkin bersifat insidental. Dalam hal demikian, 
keteladanan dan sikap keseharian orang tua serta 
intensitas komunikasi antara anak dan orang tua 
dalam kehidupan keluarga, memiliki peranan 
penting bagi pendidikan ekonomi. Pengukuran 
keberhasilan pendidikan dalam keluarga tidak 
mudah dilakukan, sehingga efektif tidaknya 
pendidikan dalam keluarga, sangat terasakan oleh 
anak setelah mereka memasuki usia dewasa, dan 
pihak lain menilainya dari perilaku anak yang 
bersangkutan. Pendidikan ekonomi informal yang 
dilakukan saat anak masih kecil, sangat bermanfaat 
bagi kehidupan mereka di saat dewasa (Widjaja, 
2016). 
Oleh karena itu, peranan pendidikan informal sangat 
penting dan tidak dapat digantikan oleh pendidikan 
formal. Pendidikan sekolah lebih banyak 
menanamkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi 
kurang menekankan segi pembentukan sikap dan 
Perilaku. Padahal yang penting dalam aspek 
 
 




pendidikan justru terletak pada segi pembentukan 
sikap dan perilaku. 
Kaitannya dengan pendidikan ekonomi berwawasan 
lingkungan, bahwa pendidikan ekonomi merupakan 
suatu proses mentransformasikan ilmu yang tidak 
hanya berjalan pada pendidikan formal, tetapi 
sesungguhnya proses interaksi ilmu  dan  
pembentukan  karakter  diri  seorang  manusia 
dimulai dalam lingkungan  keluarga.  Karena  di 
dalam  keluarga  merupakan  proses  awal seorang  
manusia  mendapatkan  ilmu, baik berupa jasmani 
maupun rohani.  
Dalam pendidikan informal, orang tua dapat 
menanamkan dan menumbuhkan kesadaran 
kepada anak terkait dengan pembentukan perilaku 
ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan 
memberikan program pembiasaan sejak dini seperti: 
selalu menjaga kebersihan rumah, membuang 
sampah pada tempatnya, menciptakan lingkungan 
rumah yang sejuk dan nyaman, hemat dalam 
penggunaan sumberdaya, berperilaku jujur dan 
bertanggung jawab. Semua itu akan terwujud jika 
orang tua dapat memberikan pembiasaan dan  
menampilkan contoh konkret keteladanan kepada 








Pendidikan keluarga merupakan bagian dari 
pendidikan luar sekolah yang proses pembelajaran 
dilakukan antara orang tua dengan anak dalam 
lingkungan rumah tangga, orang tua memberikan 
pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kepada 
putra-putrinya yaitu hal-hal yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari- hari. Isi atau materi yang 
dikembangkan dalam pendidikan keluarga adalah 
materi yang dapat memberi bekal pengetahuan, 
keterampilan (life skill) dan sikap untuk 
mengembangkan diri sehingga mampu berperilaku 
sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa 
mendatang.  
Wahjoedi (2015), mengemukakan bahwa 
mempersiapkan SDM pelaku ekonomi berwawasan 
lingkungan, baik untuk menjadi produsen, 
konsumen, dan distributor, baik dalam skala kecil, 
menengah, dan besar, baik pelaku ekonomi swasta, 
negara, dan koperasi harus dimulai sejak dini dan 
perlu dibekali dengan wawasan, sikap dan perilaku 
ekonomi berwawasan lingkungan. 
Penanaman nilai-nilai lingkungan dapat dilakukan 
dengan habituasi, keteladanan dan percontohan 
untuk membentuk sikap dan perilaku anak yang arif 
lingkungan. Mengamalkan nilai-nilai lingkungan 
dalam keluarga dapat dimulai dari tingkatan 
terkecil, menengah hingga besar. Tingkatan terkecil 
 
 




dimulai dari perilaku orang tua sebagai pemimpin 
dalam keluarga. Pada tingkatan menengah, 
penanaman nilai lingkungan adalah mendidik anak 
ikut bertanggung jawab pada lingkungan sekitar dan 
pada tingkatan besar adalah mengajak tetangga 
untuk ikut menjaga lingkungan (Karyanto, 2015). 
Berdasarkan beberapa pengertian yang telah 
diuraikan, maka pembentukan sikap dan perilaku 
ekonomi anak yang berwawasan lingkungan dalam 
keluarga pengusaha sutera dapat diwujudkan 
dengan pembiasaan, keteladanan dan contoh 
aktivitas nyata orang tua dalam pengelolaan usaha 






Kearifan Lokal Sebagai Sumber 
Karakter (Studi Masyarakat 
Sulawesi Selatan) 
ari aspek ekonomi, pendidikan akan menghasilkan 
manusia yang berkualitas yang dapat diandalkan 
dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan harus mampu 
melahirkan generasi yang bermutu dan dapat diandalkan 
dalam menciptakan kedaulatan ekonomi. Untuk 
mencapai kedaulatan ekonomi, maka pembangunan yang 
dilaksanakan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai 
ekonomi yang sesuai dengan ciri lokalitas atau karakter 
bangsa. Inti dari Pendidikan karakter adalah Kebajikan 
(Goodness), Berfikir Baik (Thinking Good), Berperasaan 
Baik (Telling Good), Berperilaku Baik (Behaving Good). 
Dengan demikian, pendidikan menjadi sangat penting dan 
strategis untuk meningkatkan daya saing nasional, serta 
membangun kemandirian bangsa yang menjadi prasyarat 
mutlak dalam memasuki persaingan antar bangsa di era 
globalisasi. 
Arus Globalisasi telah banyak memberi perubahan dalam 
kehidupan masyarakat. Namun disisi lain, tak sedikit 
perubahan yang terjadi justru cenderung mengarah pada 
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dianggap baik oleh suatu kelompok masyarakat bukan 
tak mungkin akan menjadi luntur digantikan oleh nilai-
nilai baru yang belum tentu cocok dengan budaya 
masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka bangsa ini akan 
kehilangan identitasnya dan peran Pendidikan berbasis 
Budaya lokal (etnopedagogy) sangat dibutuhkan. 
Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis kearifan 
lokal dalam berbagai ranah seperti pengobatan, seni bela 
diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, 
pemerintahan, sistem penanggalan, dan sebagainya (Al 
Wasilah dkk 2009). Pendidikan tidak akan pernah dapat 
dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Pendidikan 
berbasis budaya akan mendorong pada penciptaan 
kurikulum berbasis kearifan lokal. Adanya kurikulum 
berbasis kearifan lokal juga akan mendorong peserta didik 
mengerti tentang identitas budaya masyarakat yang ada 
(Setiawan, 2008). Identitas budaya perlu dilestarikan agar 
masyarakat percaya akan keberadaannya dan menjadi 
lebih menghargai budaya sendiri (Ardiawan, 2018). 
Identitas budaya perlu dilestarikan dalam kehidupan 
sebagai pengatur kehidupan modern dengan budaya yang 
beragam (Petkova & Lehtonen, 2005; Urrieta & Noblit, 
2018).  
Kearifan lokal (local wisdom/Local Genius) menunjuk ke 
sejumlah ciri kebudayaan yang dimiliki bersama oleh 
suatu masyarakat sebagai akibat pengalamannya pada 
masa lalu (Quatritch Wales dalam Abbas, 2013). Secara 
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umum, Kearifan lokal meliputi gagasan-gagasan setempat 
(lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai 
baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota 
masyarakatnya. Nilai- nilai yang diyakini kebenarannya 
dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari 
masyarakat setempat (Syukur, 2013).  
Hilangnya atau musnahnya kearifan lokal (local genius) 
berarti pula memudarnya kepribadian suatu masyarakat, 
sedangkan kuatnya local genius untuk bertahan dan 
berkembang menunjukkan pula kepribadian masyarakat 
itu termasuk masyarakat Sulawesi Selatan. 
Secara Singkat, Sulawesi Selatan terletak di pulau 
Sulawesi. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, Sulawesi 
Selatan terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang 
berdiri sendiri dan mendiami empat etnis yaitu: Bugis, 
Makassar, Mandar dan Toraja. Ada tiga kerajaan besar 
yang berpengaruh luas yaitu Luwu, Gowa dan Bone, yang 
pada masa kejayaannya dan telah melakukan hubungan 
dagang serta persahabatan dengan bangsa Eropa, India, 
China, Melayu dan Arab. 
Luas wilayah Sul-Sel 46.717,48 KM2 terdiri dari 21 
kabupaten dan 4 Kotamadya, 307 kecamatan, 792 
kelurahan dan 2.255 Desa. Bahasa yang umum 
digunakan adalah Bahasa Indonesia, namun secara 
kebudayaan, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki 
beberapa Bahasa lokal sebagai berikut: 
 
 
 KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER KARAKTER 




• Bahasa Makassar adalah salah satu rumpun bahasa 
yang dipertuturkan di daerah Makassar dan 
Sekitarnya. Tersebar di Kota Makassar, Gowa, 
Takalar, Jeneponto, Bantaeng, sebagian Bulukumba 
sebagian Maros dan sebagian Pangkep. 
• Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa 
yang dipertuturkan di daerah Bone sampai ke 
Kabupaten Pinrang, Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, 
Kota Pare Pare, Sidrap, Wajo, Soppeng Sampai di 
daerah Enrekang, bahasa ini adalah bahasa yang 
paling banyak di pakai oleh masyarakat Sulawesi 
Selatan. 
• Bahasa Pettae adalah salah satu bahasa yang 
dipertuturkan di daerah Tana Luwu, mulai dari 
Siwa,Kabupaten Wajo, Enrekang Duri, sampai ke 
Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. 
• Bahasa Toraja adalah salah satu rumpun bahasa 
yang dipertuturkan di daerah Kabupaten Tana 
Toraja, Toraja Utara dan sekitarnya. 
• Bahasa Mandar adalah bahasa suku Mandar, yang 
tinggal di provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di 
Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene dan 
Mamuju Utara. Di samping di wilayah-wilayah inti 
suku ini, mereka juga tersebar di pesisir Sulawesi 
Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 
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• Bahasa Massenrempulu adalah salah satu rumpun 
bahasa Austronesia di Sulawesi Selatan. Bahasa ini 
memiliki tiga kelompok dialek di Kabupaten 
Enrekang, yaitu dialek Duri, Endekang dan Maiwa. 
Kelompok dialek bahasa Duri memilki kedekatan 
dengan bahasa Toraja dan bahasa Tae' Luwu. 
Penuturnya tersebar di wilayah utara Gunung 
Bambapuang, Kabupaten Enrekang sampai wilayah 
perbatasan Tana Toraja. Kelompok dialek bahasa 
Endekang mempunyai penutur di ibu kota 
Kabupaten Enrekang dan beberapa kecamatan 
sekitarnya. Sedangkan penutur kelompok dialek 
bahasa Maiwa terdapat di Kecamatan Maiwa dan di 
Kecamatan Bungin (Maiwa Atas). 
• Bahasa Konjo terbagi menjadi dua yaitu Bahasa 
Konjo pesisir dan Bahasa Konjo Pegunungan, Konjo 
Pesisir tinggal di kawasan pesisir Bulukumba dan 
Sekitarnya, di sudut tenggara bagian selatan pulau 
Sulawesi sedangkan Konjo pegunungan tinggal di 
kawasan tenggara gunung Bawakaraeng. 
• Bahasa Selayar adalah bahasa yang paling banyak 
digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang 
bermukim diujung selatan provinsi ini khususnya 
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A. Mengapa Budaya Lokal Perlu Dilestarikan 
Nilai budaya merupakan landasan karakter bangsa 
yang penting untuk ditumbuhkan dalam setiap 
individu, agar setiap individu mampu lebih 
memahami, memaknai, dan menghargai serta 
menyadari pentingnya nilai budaya dalam 
menjalankan setiap aktivitas kehidupan khususnya 
bagi generasi muda. Markley et al., (2006) 
menyebutkan bahwa generasi muda adalah 
kekuatan budaya yang akan mengendalikan 
kehidupan bangsa di masa mendatang. 
Pelestarian kebudayaan daerah dan pengembangan 
kebudayaan nasional melalui pendidikan baik 
pendidikan formal maupun nonformal, dengan 
mengaktifkan kembali segenap wadah dan kegiatan 
Pendidikan (Syarif, 2016). Lembaga pendidikan 
utamanya pendidikan formal diharapkan membawa 
peserta didik untuk memahami budayanya 
khususnya budaya positif dan menjadikan budaya 
tersebut sebagai kebiasaan berperilaku dalam 
rutinitas sehari-hari yang berorientasi pada 
terwujudnya bangsa yang berbudaya dan beradab 
(Rahmatullah dkk, 2018). Pendidikan dan budaya 
memiliki peran yang sangat penting dalam 
menumbuhkan dan mengembangkan nilai luhur 
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Keragaman etnis dan budaya memiliki potensi besar 
dalam pembangunan dan pengembangan 
pendidikan. Tilaar (1999) mengemukakan bahwa 
pendidikan nasional di dalam era reformasi perlu 
dirumuskan suatu visi pendidikan yang baru yaitu 
membangun manusia dan masyarakat madani 
Indonesia yang mempunyai identitas berdasarkan 
kebudayaan nasional. Geertz (1992) kebudayaan 
dibangun dari kebudayaan daerah yang tumbuh dan 
berkembang di setiap etnis. Keragaman budaya yang 
tumbuh dan berkembang pada setiap etnis 
seharusnya diakui eksistensinya dan sekaligus 
dapat dijadikan landasan dalam pendidikan.  
Budaya lokal sebagai upaya membangun identitas 
bangsa, dan sebagai penyeleksi (filter) dari pengaruh 
budaya asing (Warsi, 2004). Pendidikan sangat 
penting menumbuhkan nilai/karakter karena gejala-
gejala kehidupan saat ini yang disebabkan oleh arus 
globalisasi berpotensi mengikis jati diri bangsa. 
Pemahaman nilai/karakter local daerah kepada 
peserta didik diharapkan dapat menjadi benteng 
yang tangguh dalam menghadapi dampak negatif 
dari arus globalisasi ekonomi. Fungsi pendidikan 
adalah melestarikan tata sosial dan tata nilai yang 
ada dalam masyarakat dan sebagai agen 
pembaharuan sosial sehingga dapat mengantisipasi 
masa depan (Munadi, 2010). Pembelajaran berbasis 
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budaya lokal memegang peranan yang sangat 
penting bagi pembinaan dan pembentukan sikap, 
mental dan moral manusia.  Budaya lokal perlu 
diwariskan karena mengandung berbagai nilai 
sebagai cerminan dan ekspresi masyarakat, 
keyakinan dan pengetahuannya (Apostolopoulou et 
al., 2014). Nilai-nilai tersebut penting untuk 
dipertahankan sebagai inspirasi bagi generasi 
penerus (Islamoglu, 2018). Mengadospi nilai-nilai 
budaya untuk ditransformasikan dalam 
pembelajaran ekonomi berperan sebagai sarana 
pengendalian diri dalam menghadapi tekanan 
globalisasi ekonomi. 
B. Falsafah Hidup Masyarakat Sulawesi Selatan 
Setiap masyarakat memiliki Falsafah hidup yang 
luhur sebagai proses pembelajaran yang diwariskan 
turun temurun, serta mempengaruhi pikiran dan 
pola hidup masyarakat bersangkutan. Dua etnis 
besar masyarakat Sulawesi Selayan (Bugis dan 
Makassar) sudah sejak lama dikenal sebagai 
“perantau (Passompe)”, mereka tersebar di berbagai 
penjuru Nusantara (sumatera, Kalimantan, Ambon, 
Irian, dll), bahkan sampai ke negeri tetangga, seperti: 
Singapura, Malaysia, dan Australia bagian Utara. 
Hal ini sejalan dengan filosofi orang Bugis tentang 
perantauan yang berbunyi “kegisi monro sore’ lopie’, 
kositu tomallabu se’ngereng” yang artinya: “di 
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manalah perahu terdampar, disanalah kehidupan 
ditegakkan” (Zid, dkk., 2009). 
Sejatinya, pengetahuan masyarakat Sulawesi 
Selatan secara umum atas sumber-sumber ajaran 
dari konsep nilai ini, telah ada dan tertuang dalam 
lontar-lontar (daun-daun lontar sebagai media tulis 
pesan-pesan siri’ na pacce) yang berisi tentang 
petuah-petuah (paseng) tentang bagaimana 
seharusnya manusia menjalani kehidupannya. 
Diantara hal-hal atau pesan penting yang 
disebutkan di dalamnya yang diperuntukkan bagi 
generasi pada saat itu dan generasi selanjutnya, 
disimpulkan menjadi lima perkara penting (Moein, 
1990). Kelima hal tersebut adalah:  
1. Manusia harus senantiasa berkata yang benar 
(ada tongeng).  
2. Harus senantiasa menjaga kejujuran (lempu’)  
3. Berpegang teguh pada prinsip keyakinan dan 
pendirian (getteng)  
4. Hormat-menghormati sesama manusia 
(sipakatau)  
5. Pasrah pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa 
(mappesona ri dewata seuwae).  
Karakter bangsa tidak bisa terlepas dari nilai-nilai 
budaya. Budaya didefinisikan sebagai seluruh aspek 
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kehidupan manusia dalam masyarakat, yang 
diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan 
tingkah laku (Marvins, 1999). Budaya merupakan 
keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk 
sosial, yang digunakan untuk menginterpretasikan 
dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan 
untuk menciptakan dan mendorong terwujudnya 
perilaku. 
Sistem keluarga atau hubungan kekerabatan 
masyarakat Sulawesi selatan secara umum memiliki 
kesamaan dilihat dari aspek pemikiran dan tingkah 
laku yang diteruskan dari generasi ke generasi 
berikutnya melalui proses belajar baik infomal, 
formal dan non formal. Secara umum, nilai-nilai 
yang dimaksud antara lain nilai kejujuran, nilai 
keadilan, nilai kecendekiawanan, nilai kepatutan, 
nilai kesetiaan, nilai keberanian, nilai 
kebijaksanaan, etos kerja, kegotong-royongan, 
keteguhan, solidaritas, persatuan, keselarasan, dan 
musyawarah (Sikki 1998).  
Inti Filosofi hidup masyarakat Sulawesi Selatan 
dikenal istilah: 
1. Siri’ (Harga Diri/Rasa malu) 
Siri’ bermakna sebagai pandangan hidup yang 
bertujuan untuk meningkatkan harkat, 
martabat dan harga diri, baik sebagai individu 
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maupun sebagai makhluk sosial. Namun jika 
ditinjau dari sisi makna sejatinya, sebagaimana 
telah diungkapkan dalam lontara (kitab yang 
menjadi sumber pesan-pesan siri’) dapat 
dimaknai sebagai harga diri atau kehormatan, 
juga dapat diartikan sebagai pernyataan sikap 
yang tidak serakah terhadap kehidupan 
duniawi (Moein, 1990).  
Siri’ merupakan inti dari kebudayaan Sulawesi 
Selatan khususnya Bugis-makassar. Konsep 
Siri’ disepakati oleh para ahli dalam seminar 
“siri” yang dilaksanakan di Makassar pada 
tahun 1977 sebagai berikut: 
a. Siri’ dalam sistem budaya, adalah pranata 
pertahanan harga diri, kesusilaan dan 
hukum serta agama sebagai salah satu 
nilai utama yang mempengaruhi dan 
mewarnai alam pikiran, perasaan dan 
kemauan manusia. 
b. Siri’ dalam sistem sosial, adalah 
mendinamisasi keseimbangan eksistensi 
hubungan individu dan masyarakat 
untuk menjaga keseimbangan 
kekerabatan. 
c. Siri’ dalam sistem kepribadian adalah 
sebagai perwujudan konkret di dalam akal 
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budi manusia yang menjunjung tinggi 
kejujuran, keseimbangan untuk menjaga 
harkat dan martabat manusia. 
Dalam konteks ekonomi, Siri’ membawa pesan 
tersendiri agar pelaku ekonomi senantiasa 
menjunjung tinggi harkat dan martabat diri 
sebagai sebuah philosofi hidup dalam 
melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang 
jujur, adil dan tidak menipu orang lain untuk 
kepentingan pribadi. Misalnya; pedagang yang 
dilandasai nilai-nilai siri’ akan malu menipu 
orang lain. Konsumen yang dilandasi nilai siri’ 
pasti akan jujur dalam bertransaksi denga 
prinsip kepuasan Bersama bukan kepuasan 
pribadi. 
Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, 
mempertahankan harga diri sebagai 
perwujudan dari konsep siri’ merupakan suatu 
kewajiban setiap individu maupun kelompok, 
sebab kehilangan harga diri identik dengan 
kehilangan ruhnya sebagai manusia. Manusia 
dalam masyarakat Bugis-Makassar hanya 
dapat dipandang sebagai manusia bila ia 
memiliki harga diri sebagai perwujudan dari 
siri’. Tanpa siri’ manusia tidak ada bedanya 
dengan binatang. Dengan demikian siri’ 
merupakan kebutuhan dasar manusia 
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Sulawesi Selatan dalam mempertahankan 
eksistensianya sebagai makhluk ekonomi dan 
makhluk sosial. 
Siri’ merupakan perwujudan harga diri seorang 
manusia, maka pantang bagi orang Sulawesi 
Selatan untuk disinggung harga dirinya 
(siri’nya). Marpaung (2003) mengemukakan 
bahwa bila perasaan seseorang terganggu, 
misalnya tersinggung karena ditegur atau takut 
karena dimarahi atau diancam maka proses 
mentalnya akan terganggu. Sebaliknya jika 
semua indera bekerja dengan baik dan 
perasaan senang maka otak dapat berfungsi 
secara optimal sehingga proses mental dapat 
berjalan dengan baik.  
Konsep siri’ dikelompokkan atas dua bagian 
yaitu siri’ masiri’ dan siri’ ripakasiri’. Dalam 
konsep siri’ masiri’ terkandung semangat 
untuk selalu berhasil dalam melakukan suatu 
pekerjaan sehingga dapat bermanfaat bagi diri 
orang yang bersangkutan dan bermanfaat bagi 
masyarakat di sekitarnya. Di samping itu 
konsep tersebut juga senantiasa memberikan 
semangat hidup yang pantang menyerah dalam 
menghadapi segala situasi. Ungkapan seorang 
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“pura ba’barasompe’ku, pura tangkisi’ gulikku, 
ulebbireng telleng na toalie” 
Bilamana layarku sudahku kembangkan, 
kemudiku telah kupancangkan, maka lebih 
baik tenggelam dari pada balik surut. 
Prinsip tersebut senantiasa memberikan 
semangat untuk bekerja semaksimal mungkin 
dan penuh pertimbangan sehingga dapat 
berhasil dalam perkerjaan. Di samping itu 
prinsip ini juga memberikan peluang bagi 
berkembangnya kreativitas. Rasa siri’ masiri’ 
yang tertanam dalam jiwa orang Sulawesi 
selatan untuk pantang menyerah dalam 
menghadapi segala situasi baik situasi yang 
menyenangkan maupun situasi yang sangat 
berbahaya, memberikan tantangan untuk 
berpikir dan berkreasi sehingga dapat berhasil 
dalam hidupnya. 
Konsep siri’ yang kedua adalah siri’ ripakasiri’, 
yang merupakan manifestasi perbuatan untuk 
membela kehormatan demi tegaknya siri’ di 
masyarakat. Siri’ ripakasiri’ muncul dalam diri 
seseorang bila dipermalukan di hadapan 
umum. Dalam diri orang Sulawesi Selatan, 
selalu tertanam rasa siri, sehingga bila ia 
dipermalukan di depan umum, maka mereka 
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biasanya rela mati dengan perkelahian demi 
menegakkan siri’nya (menegakkan harga 
dirinya). Oleh karena itu dalam berinteraksi 
dengan orang Sulawesi Selatan, rasa siri’ ripaka 
siri’nya perlu dijaga. 
2. Pacce’/passe’ (Perikemanusian) 
Pacce’/passe’ merupakan wujud rasa 
solidaritas terhadap penderitaan orang lain. 
Rasa solidaritas mengandung makna keinginan 
membantu sesama manusia yang memiliki 
kesulitan dan penderitaan. Pacce secara 
harfiah berarti perasaan pedih dan perih yang 
dirasakan meresap dalam kalbu seseorang, 
karena melihat penderitaan orang lain. Pacce’ 
berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, 
solidaritas, kebersamaan, kesetiaan, rasa 
keman-usiaan, dan motivasi untuk berusaha, 
sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik 
dan berbahaya. Hal ini dapat dipahami dari 
salah satu ungkapan dalam bahasa Bugis yang 
dikutip oleh Abidin (1999) berbunyi “Nare’ko 
de’na siri’mu, engkamupatu esse’bauamu” 
(jikalau tak ada lagi siri’mu, maka pasti masih 
ada rasa pedihmu dan kasih sayangmu). 
Ungkapan ini merupakan wujud persahabatan 
dan rasa pedih yang terpatri dalam kalbu 
ketika melihat penderitaan orang lain, sehingga 
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menimbulkan iba hati yang sangat mendalam 
dan mendorong seseorang untuk membantu 
orang yang sedang menderita. 
Pacce’ merupakan panggilan hati nurani untuk 
menyatakan sikap kesetiakawanan sosial 
terhadap penegakan harkat siri’ bersama. 
Pacce’ mendorong dalam kenyataan adanya 
perbuatan tolong menolong, adanya tuntut bela 
serta segala kenyataan lain yang mirip pada 
solidaritas yang mendapatkan hidupnya dari 
konsep siri’. Konsep pacce’ yang diwujudkan 
sebagai rasa solidaritas untuk membela, 
membantu sesama diungkapkan dalam 
Philosofi hidup masyarakat Sulawesi selatan 
Abbulo sibatang/mali siparappe/rebba 
sipatokkong/malilu sipakainge. Semangat 
abbulo sibatang, mengandung makna rasa 
solidaritas yang tinggi untuk saling membantu, 
dalam menghadapi setiap tantangan dan 
kesulitan. Rasa solidaritas tersebut juga 
disertai semangat saling menghargai yang 
dalam ungkapan Bugis disebut sipakatau. 
Sipakatau merupakan wujud dari siri’ dan 
pacce’ yang merupakan kesadaran kualitas dari 
apa yang disebut manusia yang hanya mungkin 
mengaktualisasi dirinya karena adanya 
manusia yang lain. Mattulada (1998) 
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mengemukakan bahwa dalam konsepsi 
sipakatau tertanam makna, nilai dan segala 
sesuatu yang bersifat kepatutan, norma-norma 
kualitatif yang amat dijunjung tinggi. 
Sipakatau merupakan segala perilaku nyata 
seseorang atau sekelompok orang yang 
berinteraksi dalam masyarakat. 
Kerjasama sebagai wujud abbulo sibatang dan 
sipakatau, tidak hanya sekedar bekerja 
bersama, tetapi mereka bahu membahu untuk 
saling membantu dan saling merasakan 
penderitaan serta merasakan kebahagiaan 
bersama. Dalam komunitas masyarakat 
Sulawesi Selatan, persahabatan karena merasa 
senasib sepenanggungan dapat berwujud 
pembelaan terhadap hak sesama. Artinya bila 
dalam kebersamaan itu ada orang lain yang 
mencoba mengganggu hak sahabatnya, maka 
mereka rela mengorbankan jiwanya demi 
membela hak sahabatnya. 
Bila semangat abbolu sibatang menyatu 
dengan siri’, maka setiap individu senantiasa 
berusaha membantu anggota kelompok lainnya 
yang membutuhkan bantuan. Setiap individu 
selalu berusaha melakukan peningkatan 
kualitas dalam hal ini berusaha meningkatkan 
pengetahuan. Dengan demikian setiap individu 
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dalam kelompok senantiasa melakukan koreksi 
terhadap dirinya dan melihat kelemahan 
dirinya sendiri, sehingga kelemahan tersebut 
dapat diperbaiki. Kemampuan melakukan 
koreksi diri ini merupakan sarana dalam 
menigkatkan kecakapan personal. 
Siri’ dan pacce’ adalah dwi konsep yang menjadi 
ciri masyarakat Sulawesi Selatan, 
mempertahankan keseimbangan antara aib 
dan harga diri sebagai diartikan oleh siri’ dan 
memelihara rasa kebersamaan dalam 
kedukaan dan penderitaan setiap anggota 
masyarakatnya sebagai ditegaskan dalam 
gagasan pace (Hamid,1999).  
Konsep siri’ na pace mengandung solidaritas 
yang tinggi sebagai wujud persaudaraan, baik 
sesama etnis Sulawesi Selatan maupun 
persaudaraan dengan etnis lainnya. Semangat 
persaudaraan orang Sulawesi Selatan sangat 
tinggi. Bila ia telah menyatakan bersaudara 
dengan seseorang walaupun orang tersebut 
tidak ada hubungan kekerabatan dengan 
dirinya, maka ia rela mati demi membela 
saudaranya tersebut. Pacce’ merupakan 
panggilan nurani untuk menyatakan sikap 
kesetiakawanan social terhadap penegakan 
harkat siri’ bersama. Konsep ini senantiasa 
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memberikan dorongan untuk hidup tolong 
menolong, merasa-kan penderitaan sesama 
manusia. 
3. Sipakatau (Saling Menghargai) 
Saling Menghargai adalah konsep yang 
memandang setiap manusia sebagai manusia. 
Sipakatau yang bermakna saling menghargai 
sebagai individu yang bermartabat. Nilai-nilai 
Sipakatau menunjukkan bahwa budaya 
Sulawesi-Selatan memposisikan manusia 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia 
dan oleh karenanya harus dihargai dan 
diperlakukan secara baik. Semangat ini 
mendorong tumbuhnya sikap dan tindakan 
yang dimplementasikan dalam hubungan 
social dan ekonomi yang harmonis yang 
ditandai oleh adanya hubungan 
intersubyektifitas dan saling menghargai 
sebagai sesama manusia. Penghargaan 
terhadap sesama manusia menjadi landasan 
utama dalam membangun hubungan yang 
harmonis antar sesama manusia serta rasa 
saling menghormati terhadap keberadaban dan 
jati diri bagi setiap anggota kelompok 
masyarakat. Sipakatau (Saling Menghargai) 
muncul dari  individu yang bermartabat. 
Filosofi ini menjadi dasar lahirnya sikap saling 
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menghormati untuk saling menasehati dalam 
kebaikan. 
C. Aktualisasi Nilai/Karakter Ekonomi Berbasis 
Budaya Lokal 
Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat berbagai nilai/karakter ekonomi 
berbasis budaya lokal masyarakat Sulawesi selatan 
yang dipegang teguh sebagai sebuah ciri lokalitas 
yang perlu untuk terus dipertahankan dan 
diwariskan ke generasi berikutnya. Nilai tersebut 
sebagai berikut: 
1. Nilai Religius. Berbagai nilai religius 
(keagamaan) di antaranya disebutkan: Têllui 
riala sappo: tau’qi ri dewata; siri’qi ri 
watakkaleta; siri’qi ri padatta tau (Gani, 1990)  
Artinya; Tiga hal yang dijadikan 
pagar/pelindung: Takut kepada Dewata (Allah 
SWT); malu pada diri sendiri; malu pada 
sesama manusia.  
Dalam kehidupan di dunia ini, yang dijadikan 
sebagai penjaga bagi diri seorang yang utama 
adalah rasa takut atau malu kepada Allah 
Ta’ala Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian 
selanjutnya ditanamkan rasa malu terhadap 
diri sendiri dan malu kepada orang lain. 
Seorang yang memegang teguh ketiga prinsip 
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tersebut, maka dirinya akan selamat dan 
terjaga dalam kehidupannya di dunia ini. 
2. Nilai Kejujuran. Nilai-nilai kejujuran sangat 
dijunjung tinggi sejak dahulu. Apabila 
kejujuran ini terabaikan maka akan 
menimbulkan keresahan, kegelisahan, dan 
penderitaan di kalangan masyarakat (Saleh, 
2006). Berdasarkan kearifan yang terdapat 
dalam percakapan Penasihat raja Bone, Kajao 
Laliqdo dengan Arungmpone tentang 
kejujuran.  
Arungpone : Aga appongenna accae Kajao?  
Kajao : Lempuq e  
Arungpone : Aga sabbinna lêmpuq e  
Kajao : Obbiq e  
Arungpone : Aga riangngobbirêng Kajao?  
Kajao : Ajaq muala aju ripasanrê narekko taniya 
iko pasanre’ki; Ajaq muala waramparang 
narekko taniya waramparammu; Ajaq muala aju 
riwettawali narekko taniya ikompettai 
(Mattalitti, 1986).  
Terjemahan:  
Raja Bone : Apa pangkalnya kepintaran Kajao?  
Kajao : Kejujuran  
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Raja Bone : Apa yang menjadi saksi kejujuran?  
Kajao : Panggilan (seruan)  
Raja Bone : Apa yang diserukan Kajao?  
Kajao : Jangan mengambil kayu yang 
disandarkan dan bukan engkau yang 
menyandarkan; Jangan mengambil barang-
barang yang bukan milikmu; Jangan 
mengambil kayu yang ditetak ujung 
pangkalnya dan bukan kamu menetaknya 
(menebangnya).  
Raja Bone mendapatkan suatu nasihat yang 
sangat berharga bahwa dasar dari kecakapan 
adalah kejujuran. Tidak mengambil barang 
yang merupakan hak dan milik orang lain. 
Larangan untuk tidak menikmati hasil jerih 
payah dan keringat orang lain, yang bukan 
diusahakan sendiri.  
3. Nilai Tanggung Jawab. Melaksanakan tugas 
dan kewajiban adalah perwujudan dari 
tanggung jawab yang harus dilakukan, baik 
pada dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan 
(alam, sosial, budaya), negara dan Tuhan Yang 
Maha Esa. Pentingnya sikap tanggung jawab, 
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Iapa nakulle taue mabbaine narekko naulleni 
maggulilingiwi dapurêngnge wekka pitu 
(Mattalitti, 1986).  
Terjemahan:  
Apabila seseorang pria ingin beristri, harus 
sanggup mengelilingi dapur tujuh kali.  
Pesan ini mengajarkan bahwa seorang laki-laki 
yang telah dewasa, jika telah memiliki 
keinginan untuk berumah tangga, hendaknya 
mampu mengitari “dapur sebanyak tujuh kali”. 
Kata “dapur” di sini dijadikan suatu ibarat 
bahwa seorang yang ingin berumah tangga, 
berarti telah siap bertanggung jawab untuk 
memberikan nafkah kepada keluarganya. 
Adapun kata “tujuh” adalah hitungan hari 
dalam satu minggu terdapat tujuh hari. Jadi 
seorang laki-laki yang ingin berkeluarga, telah 
siap mencukupi kebutuhan sehari-hari dari 
orang yang kelak menjadi tanggungannya.  
4. Nilai Disiplin. Kedisiplinan adalah merupakan 
tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 
dan patuh pada berbagai ketentuan dan 
peraturan. Sifat kepatuhan dan kesetiaan 
orang Sulawesi Selatan dalam berbagai aspek, 
seperti kepatuhan pada adat, dan kepatuhan 
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kepada pemerintah. Hal ini terlihat pada 
Ungkapan:  
Ajaq siyo mupinrai, murusaqi, mubicarai 
paimêng pura onroe, iyana ritu riasêng popo 
gamaru, makêrrêq. Natujui Tikkaq wanuae, lelei 
saiye, makkamateng-matengngi tedongnge, 
oloq-koloe, têmmabbuai ajukkajung ri anrewe 
buwana, ri sappeyang pattapie, natuwoi sêrriq 
dapurêngngê; Iya natêppa kêrêkênna nanre topi 
api adê’qe popo gamaru, rusaqe pura-onro, pura 
lalêng malêmpuq. narusaq deceng mallêbbang, 
napasalai tongêngnge napatujui salae; Naiya 
pura onroe, appunnanna tanae, appunnanna toi 
to maegae, appunnana toi arung’ee (Sikki, 
1998).  
Terjemahan:  
Jangan sekali-kali engkau mengubah, 
merusak, dan membicarakan adat tetap karena 
itulah dinamakan popogamaru (makerre) 
pantangan besar dalam negeri. Jika hal itu 
dilakukan, negeri akan ditimpa kemarau 
panjang, penyakit mewabah, binatang ternak 
mati bergelimpangan, tak berbuah pepohonan 
yang dimakan buahnya, nyiru digantung, an-
tan diselipkan, lesung ditelungkupkan, dapur 
ditumbuhi rumput. Musibah itu tiba jika 
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mengubah adat yang telah ada (membatalkan 
kesepakatan, mengubah tradisi), merusak 
nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh 
masyarakat, menyalahkan yang benar, 
membenarkan yang salah. Adapun yang 
dimaksudkan tradisi ialah sesuatu yang milik 
bersama, milik orang banyak, dan milik raja.  
Maksudnya seseorang jangan sekali-kali 
membatalkan suatu kesepakatan, mengubah 
tradisi, merusak nilai-nilai luhur yang 
dijunjung oleh masyarakat, menyalahkan yang 
benar, membenarkan yang salah. Adapun yang 
dimaksudkan tradisi ialah sesuatu yang milik 
negeri, milik orang banyak, dan milik raja. 
Kalau hal tersebut dilanggar maka akan 
mendatangkan bencana dan musibah di negeri 
tersebut. Musibah yang dimaksud di sini 
adalah terjadi kekacauan di dalam negeri itu 
yang diakibatkan dari tidak dipatuhinya 
aturan-aturan yang ada.  
5. Nilai Kerja Keras. Kerja keras adalah upaya 
sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 
hambatan dan persoalan dalam kehidupan. Hal 
tersebut terlihat dalam Pesan:  
Ajaq mumaeloq ribettang makkalêjjaq 
ricappaqna letengnge (Tang, 2004)  
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Jangan mau didahului menginjakkan kaki di 
ujung titian  
Dalam berusaha, hendaknya bekerja dengan 
maksimal dan kepandaian untuk melihat 
peluang usaha. Hal ini menunjukkan bahwa 
dalam berusaha dibutuhkan perhatian dan 
kerja keras yang kompetitif.  
6. Nilai Mandiri. Mandiri adalah sikap dan 
perilaku yang tidak mudah tergantung pada 
orang lain dalam menyelesaikan tugas. Sikap 
kemandirian ini sangat ditekankan dalam 
kearifan masyarakat Sulawesi Selatan, seperti 
yang disebutkan dalam pesan berikut ini:  
Makkedai pappasenna arung rioloe ri anana ri 
eppona ri siajinna rekko sappaqko dalleq koi 
mutajeng pammasena Allah ta’ala ri 
pammasena arung mangkauq-e. Enrengnge ri 
laonrumangnge. Kuwaeq leppang limammu 




Berkata (pesan-pesan) raja terdahulu kepada 
anak cucunya, kepada kerabatnya. Kalau 
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engkau mencari rezeki, nantikanlah rahmat 
Allah Ta’ala daripada belas kasih raja yang 
berkuasa, serta pada usaha bercocok tanam. 
Demikian pula dengan jerih payahmu sendiri.  
Maksud pesan ini adalah berusaha mandiri 
mencari rezeki dengan keringat sendiri, seperti 
menjadi seorang petani, sambil bercocok tanam 
senantiasa berdo’a dan berharap rahmat dari 
Allah Ta’ala agar usaha yang dilakukan 
mendapatkan berkah dariNya. Bekerja sambil 
berdo’a adalah lebih mulia daripada berharap 
belas kasihan dari orang lain.  
7. Nilai Peduli Sosial. Peduli sosial adalah sikap 
dan perilaku yang mencerminkan kepedulian 
dan rasa cinta kepada orang lain (Zuriah, 
2007). Peduli dan suka membantu orang lain 
yang berada dalam posisi kesusahan adalah 
sikap terpuji yang senantiasa perlu dipupuk 
dan dipelihara. Anjuran peduli pada orang lain 
juga telah terekam dalam Pesan:  
Limai passalêng namulolongêng decennge. 
Seuani, pakatunai alemu ri sitinajannae; 
maduanna, saroko mase ri sillalênnae; 
matelluna, makkareso patujue; maeppaqna, 
molae roppo-roppo narewêq; malimanna, molae 
laleng namatikeq (Hakim, 1992: 42).  
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Ada lima hal yang perlu diperhatikan jika ingin 
mendapatkan kebaikan. Pertama, 
rendahkanlah dirimu sewajarnya; kedua, 
bantulah orang lain pada tempatnya; ketiga, 
lakukanlah pekerjaan yang bermanfaat; 
keempat, hadapilah rintangan, ingatlah 
kembali kepada Tuhan; laluilah jalan dengan 
berhati-hati.  
Maksud pesan ini, jika ingin mendapatkan 
kebaikan di antara yang disebutkan dalam lima 
hal di atas adalah suka membantu orang yang 
berada dalam kesulitan. Dalam menolong atau 
membantu orang lain hendaknya dengan hati 
yang ikhlas. Keikhlasan ini akan melahirkan 
suatu kepuasan dalam ikut meringankan 
beban orang lain, karena dilakukan tanpa pam-
rih dan berharap pujian dari manusia me-
lainkan semata-mata mengharap pahala dan 
ridho dari Yang Maha Kuasa.  
8. Nilai Peduli Lingkungan. Kepedulian akan 
lingkungan alam dibuktikan dengan cara 
menggunakan alam sesuai dengan kebutuhan 
secara wajar dan seimbang (Suparno, 2002). 
Berbagai pesan yang menggambarkan sikap 
dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 
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pada kerusakan lingkungan sekitar dan upaya 
untuk memperbaikinya, juga terdapat dalam 
Pesan: 
Naiya rekko maelokko mappalili madecenni 
maddepungeng ri padangnge tasipakainge 
madeceng ribicaranna laonrumae ri billaqna 
bareq-e, timoq-e. Poncoqna bosie enrengnge 
lampeqna ri alemmana timoq-e, rimakerinna, 
nasabaq purana napalalo Matowa 
pallaonrumae riaddapangi pole riadanna 
lontaraq-e enrengnge rapang lalonnae tau 
parekkengngengngi laonrrumae temmakkullei 
pasala (Gani, 1990: 90).  
Terjemahan:  
Apabila engkau akan turun ke sawah, baiklah 
(engkau sekalian) berkumpul di padang 
kemudian saling memperingati 
(bermusyawarah), yang baik tentang musim 
kemarau, musim hujan, panjang dan 
lembutnya musim kemarau itu, keringnya 
udara, berdasarkan yang pernah dilaksanakan 
oleh Matowa (orang terdahulu yang paham) 
pertanian yang mengambil contoh seperti apa 
yang tertera dalam lontaraq, serta contoh yang 
pernah dilakukan oleh para ahli pertanian 
sebelumnya dan tak mengalami kesalahan.  
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Maksud dari pappaseng ini adalah berisi suatu 
pelajaran bahwa sebelum melakukan aktivitas 
menanam padi hendaknya betul-betul melihat 
waktu yang tepat, kapan mulai masuk musim 
penghujan dan kapan masuk musim kemarau. 
Hal ini penting untuk diketahui agar supaya 
padi yang akan ditanam, diharapkan dapat 
tumbuh dengan baik dan kelak bisa dipanen 
dengan hasil yang memuaskan. Kebiasaan 
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